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Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji dan menjawab permasalahan mengenai 
proses sertifikasi halal yang dilakukan oleh Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan, dan 
Kosmetika Majelis Ulama Indonesia(LPPOM) Provinsi Lampung. Sertifikasi halal adalah 
suatu upaya pemerintah dalam menentukan standar dan kriteria khusus terhadap produk 
pangan yang beredar di Indonesia. Pelaku usaha harus mengikuti prosedur sertifikasi halal 
setiap proses sertifikasi dijalankan tim auditor dengan melakukan fungsi pengawasan 
diantaranya: tahapan pengawasan, metode pengawasan, Dengan Latar berlakang diatas, maka 
yang menjadi rumusan masalah adalah Bagaimana Proses Tahapan Pengawasan Sertifikasi 
Halal yang dilakukan oleh Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan, dan Kosmetika Majelis 
Ulama Indonesia(LPPOM) Provinsi Lampung?, Bagaimana Metode Pengawasan yang 
dilakukan oleh Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan, dan Kosmetika (LPPOM) Provinsi 
Lampung ?, Sedangkan metode yang digunakan dalam penelitian adalah metode wawancara, 
observasi dan dokumentasi. Jenis penelitian ini kualitatif dan sifat penelitian ini deskriptif. 
Populasi penelitian ini berjumlah 20 pengurus Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan, dan 
Kosmetika Majelis Ulama Indonesia(LPPOM) Provinsi Lampung, dan sampel dalam 
penelitian ini menggunaan purposive sampling yaitu 5 kepengurusan. Hasil penelitian 
menunjukan bahwa yang dilakukan oleh Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan, dan 
Kosmetika Majelis Ulama Indonesia(LPPOM) Provinsi Lampung dalam Proses sertifikasi 
halal melalui beberapa tahapan yaitu : 1. Pengajuan permohonan yang meliputi : Identitas 
perusahaan, jenis dan nama produk, daftar produk olahan, daftar bahan baku produksi, alur 
proses produksi, lingkungan dalam perusahaan, peserta denah lokasi. 2. Pemeriksaan lokasi 
Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan, dan Kosmetika Majelis Ulama 
Indonesia(LPPOM) Provinsi Lampung memberikan informasi resmui mengenai jadwal 
pelaksanaan tim audit kepada perusahaan terkait. 3. Observasi lapangan pemeriksaan 
dilakukan dengan melihat apakah bahan dan proses produksi mengandung atau 
terkontraminasi unsur haram atau tidak. 4. Pengambilan sample hanya dilakukan untuk bahan 
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A. Penegasan Judul 
Untuk memudahkan pembahasan penelitian ini telebih dahulu penulis akan 
mengemukakan Penegasan Judul dengan memberikan pengertian-pengertian sehingga 
dapat menghindarkan perbedaan persepsi atau penafsiran terhadap pokok permasalan 
ini. Adapun Judul Skripsi adalah: “Sertifikasi Halal Majelis Ulama Indonesia 
(Studi Fungsi Pengawasan Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-Obatan Dan 
Kosmetika Majelis Ulama Indonesia(LPPOM) Provinsi Lampung”. 
Sertifikasi halal terdiri atas dua kata yaitu “sertifikasi” dan “halal”. Sertifikasi 
sendiri adalah sebuah proses untuk memperoleh sertifikat. Menurut Kamus Besar 
Bahasa Indonesia dijelaskan bahwa “Sertifikat” adalah tanda atau surat keterangan 
(pernyataan) tertulis atau tercetak dari orang yang berwenang yang dapat digunakan 
sebagai bukti pemilikan atau suatu kejadian. 
1
 
Menurut Aziz dan Vui  Sertifikasi Halal merupakan sebuah jaminan keamanan 
bagi umat muslim untuk dapat mengkonsumsi suatu produk.
2
  Sertifikasi 
diberlakukan guna memberikan jaminan kepada masyarakat, bahwa pangan yang 
dibeli telah memenuhi standar mutu tertentu tanpa mengurangi tanggung jawab pihak 
produsen pangan guna memenuhi ketentuan kebijakan hukum yang ada. Sedangkan 
                                                          
1
 . Sopa, Sertifikasi Halal Majelis Ulama Indonesia (Studi Atas Fatwa Halal MUI Terhadap Produk 
Makanan, Obat-Obatan Dan Kosmetika. (Jakarta:Gaung Persada Press Group 2013) hlm.12 
2
  .  Danang Waskito, Skripsi: “pengaruh sertifikasi halal, kesadaran halal, dan bahan makanan terhadap 
minat beli produk makanan”  (Yogyakarta: UNY, 2015), hlm 4 
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halal berarti segala sesuatu yang d hibenarkan dan tidak dilarang menurut syari’at 
Islam.  Jadi  dapat disimpulkan bahwa Sertifiaksi halal adalah salah satu standard an 
kriteria yang dibuat untuk melindungi konsumen pada khususnya konsumen muslim 
dari produk pangan yang berbahaya serta mengandung dzat haram. 
Harold kootz  mengatakan bahwa fungsi pengawasan manajemen ada 5 (lima) 
yaitu planning (perencanaan), organizing (organisasi), staffing (penyusunan 
personalia), actuating (penggerakan), dan controlling (pengawasan).
3
 Jadi  Fungsi 
pengawasan adalah suatu fungsi dimana tindakan atau proses kegiatan dilakukan 
untuk mengetahui hasil pelaksanaan kesalahan, kegagalan, untuk kemudian dilakukan 
perbaikan dan menjaga agar pelaksanaan berbeda dengan rencana yang ditetapkan. 
Namun sebaliknya, sebaik apapun rencana yang telah ditetapkan, juga tetap 
memerlukan pengawasan oleh sebab itu diantara perencanaan dan pengawasan 
mempunyai hubungan yang sangat erat.
4
  
Majelis Ulama Indonesia (MUI) Provinsi Lampung yang beralamat di Jl. Sukarno 
Hatta, Rajabasa, Provinsi Lampung merupakan wadah musyawarah para ulama, 
zu’ama, dan cendekiawan Muslim dipandang sebagai lembaga paling berkompeten 
dalam pemberian jawaban masalah sosial keagamaan (ifta’) yang senantiasa timbul 
dan dihadapi masyarakat Indonesia. Oleh karena itu, fatwa yang dikeluarkan oleh 
Majelis Ulama Indonesia (MUI) diharapkan dapat diterima oleh seluruh kalangan dan 
                                                          
3
 . Sukarna, Dasar-Dasar Manajemen, (Bandung: Mandar Maju, 1992), hlm. 6 
4
 . Yohannes Yahya, Pengantar Manajemen, (GrahaIlmu : Yogyakarta 2006), hlm.133 
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lapisan masyarakat, serta diharapan pula dapat menjadi acuan pemerintah dalam 
pengambilan kebijaksanaan.  
Menyadari tanggung jawabnya untuk melindungi masyarakat Majelis Ulama 
Indonesia (MUI) mendirikan Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-Obatan Dan 
Kosmetika Majelis Ulama Indonesia (LPPOM) Provinsi Lampung sebagai bagian dari 
upaya untuk memberikan ketentraman batin umat, terutama dalam mengkonsumsi 
pangan, obat-obatan dan kosmetika yang aman dikonsumsi baik dari sisi kesehatan 
dan dari sisi kehalalan sehingga layak untuk dikonsumsi bagi umat Islam khususnya 
di Provinsi Lampung.  
Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan, dan Kosmetika Majelis Ulama 
Indonesia (LPPOM) Provinsi Lampung merupakan  lembaga otonom yang bertugas 
untuk meneliti, mengkaji, menganalisa dan memutuskan produk-produk, pangan dan 
turunannya, obat-obatan dan produk kosmetika apakah aman dikonsumsi baik dari sisi 
kesehatan dan dari sisi pengajaran agama Islam yakni halal atau boleh dan baik untuk 
dikonsumsi bagi umat muslim khususnya di Indonesia, selain itu memberikan 
rekomendasi, merumuskan ketentuan dan bimbingan kepada layanan masyarakat. 
Dalam proses sertifikasi halal di  Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan, dan 
Kosmetika Majelis Ulama Indonesia (LPPOM) Provinsi Lampung pelaku usaha harus 
memenuhi beberapa langkah yaitu diantaranya: Pertama, Tim auditor Lembaga 
Pengkajian Pangan, Obat-obatan, dan Kosmetika Majelis Ulama Indonesia (LPPOM) 
Provinsi Lampung melakukan pemeriksaan atau audit ke lokasi pelaku usaha setelah 
formulir beserta lampirannya dikembalikan ke LPPOM Provinsi Lampung dan 
4 
 
diperiksa kelengkapannya. Kedua, hasil audit dan hasil laboratorium di evaluasi dalam 
Rapat Tenaga Ahli di LPPOM Provinsi Lampung jika memenuhi persyaratan, dibuat 
laporan hasil audit untuk diajukan kepada Sidang Komisi Fatwa MUI guna diputuskan 
status kehalalannya. Ketiga, sidang Komisi Fatwa MUI dapat menolak laporan hasil 
audit jika dianggap belum memenuhi semua syarat yang telah ditentukan. Keempat, 
Sertifikasi halal dikeluarkan oleh MUI Provinsi Lampung setelah ditetapkan status 
kehalalannya oleh Komisi Fatwa MUI. setiap proses sertifikasi hala yang dijalankan tim 
auditor dengan melakukan fungsi pengawasan diantaranya: tahapan pengawasan, 
metode pengawasan.  
Berdasarkan penjelasan diatas maka yang dimaksud Sertifikasi Halal (Study 
Fungsi Pengawasan Yang Dilakukan Oleh Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan,  
dan Kosmetika Majelis Ulama Indonesia (LPPOM) Provinsi Lampung dari skripsi ini 
adalah “Suatu kegiatan proses pengawasan yang dilakukan LPPOM dalam pembuatan 
surat keterangan halal (Komisi Fatwa) atas suatu produk pangan yang dibuat secara 
tertulis yang dikeluarkan oleh Majelis Ulama Indonesia sebagai pihak yang 
berwenang mengeluarkan fatwa”. 
B. Alasan Memilih Judul  
Adapun yang menjadi alasan penulis memilih judul ini yaitu sebagai berikut : 
1.  Objektif 
Majelis Ulama Indonesia Provinsi Lampung merupakan sebagai lembaga 
keagamaan dibawah naungan Negara Indonesia menjadi lembaga yang sangat  penting 
5 
 
untuk mengontrol perkembangan kehidupan masyarakat. Melihat dari pentingnya hal 
ini, peran Majelis Ulama Indonesia  memberikan pemahaman kepada masyarakat. 
 Lembaga di bawah naungan Majelis Ulama Indonesia Provinsi Lampung yaitu 
Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan dan Kosmetika Majelis Ulama Indonesia 
(LPPOM) Provinsi Lampung  yang berkaitan dengan produk-produk halal dan 
sertifikasi halal dan Majelis Ulama Indonesia yang melindungi masyarakat muslim 
supaya agar masyarakat muslim dapat menggunakan produk-produk dan kosmetika 
yang menjamin kehalalan khususnya Provinsi Lampung.  
2. Subjektif 
Penulis optimis bahwa Penelitian ini dapat diselesaikan dengan baik. Hal ini 
didukung oleh tersedianya data-data dan berbagai literature yang dibutuhkan dalam 
penelitian penulis sebagai referensi.  
 
C. Latar Belakang 
Sertifikasi halal adalah suatu upaya pemerintah dalam menentukan standar dan 
kriteria khusus terhadap produk pangan yang beredar di Indonesia. Saat ini sertifikasi 
halal tidak hanya sebatas sebuah bentuk perlindungan terhadap pemakaian suatu 
produk dari dzat halal atau haram yang terkandung di dalamnya. Namun kini 
sertifikasi halal adalah suatu perlindungan bagi masyarakat akan produk yang beredar 
dipasaran, terutama apabila produk tersebut menimbulkan kerugian bagi konsumen 




Maka dalam hal ini negara bertindak sebagai pengawas dengan menjadikan 
sertifikasi sebagai sarana yang diwajibkan kepada pengusaha. Dikeluarkannya 
sertifikasi halal berarti memberikan kepastian mengenai jaminan produk halal bagi 
konsumen. Walaupun peredaran produk pangan yang dipasarkan di Indonesia baik 
yang berasal dari luar maupun dalam negeri telah memiliki kriteria tertentu dalam 
standarisasi kesehatan maupun kehalalannya. Namun, perilaku mengkonsumsi 
makanan halal belum tentu searah dengan banyaknya penduduk beragama Islam. 
Sertifikasi halal tidak dapat diperoleh begitu saja tanpa adanya upaya perusahaan 
yang bersangkutan untuk mendaftarkan produknya agar diaudit oleh lembaga 
sertifikasi halal  dalam menentukan kualifikasi halal haramnya bahan yang 
terkandung dalam produk pangan tersebut. Menurut penulis, kepemilikan sertifikat 
halal bukan hanya untuk suatu produk merupakan salah satu bentuk perlindungan 
hukum yang diberikan pelaku usaha terhadap konsumen muslim agar terhindar dari 
mengkonsumsi produk yang haram.
5
 
Upaya pengawasan yang telah dilakukan oleh Lembaga Pengkajian Pangan, 
Obat-obatan dan Kosmetika Majelis Ulama Indonesia (LPPOM) Provinsi Lampung 
untuk mengantisipasi adanya sertifikasi halal yang ilegal dan untuk melakukan 
kontrol terhadap proses produksi dengan melakukan pengawasan Lembaga 
Pengkajian Pangan, Obat-obatan dan Kosmetika Majelis Ulama Indonesia (LPPOM) 
Provinsi Lampung dapat menerapkan sebuah sistem pengawasan yang dengan 
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menerapkan sistem jaminan halal sepanjang berlakunya sertifikat halal masa berlaku 
sertifikat halal selama dua tahun disamping itu pelaku usaha berkewajiban 
menyerahkan laporan audit internal setiap enam bulan setelah terbitnya sertifikat 
halal.  
Apabila terjadi perubahan bahan, proses produksi dan lainnya pelaku usaha wajib 
melaporkan dan mendapat izin dari Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan dan 
Kosmetika Majelis Ulama Indonesia (LPPOM) Provinsi Lampung. Atas dasar itu lah 
penulis tertarik mengadakan penelitian tentang sertifikasi halal Majelis Ulama 
Indonesia (study fungsi pengawasan yang dilakukan Lembaga Pengkajian Pangan, 
Obat-obatan dan Kosmetika Majelis Ulama Indonesia (LPPOM) Provinsi Lampung. 
Hal ini disebabkan penulis ingin mengetahui proses  pengawasan sertifikasi halal 
yang dilakukan Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan dan Kosmetika Majelis 
Ulama Indonesia (LPPOM) Provinsi Lampung. 
D. Rumusan Masalah  
Berdasarkan Latar belakang diatas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini 
adalah : 
1. Bagaimana proses tahapan pengawasan sertifikasi halal yang dilakukan Lembaga 
Pengkajian Pangan, Obat-obatan dan Kosmetika Majelis Ulama Indonesia 
(LPPOM) Provinsi Lampung ? 
2. Bagaimana metode pengawasan sertifikasi halal yang dilakukan oleh Lembaga 
Pengkajian Pangan, Obat-obatan dan Kosmetika Majelis Ulama Indonesia 
(LPPOM) Provinsi Lampung ? 
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E. Tujuan dan Manfaat Penelitian  
1. Tujuan Penelitian  
Adapun tujuan dari penelitian ini adalah  
a. Untuk mengetahui proses tahapan  pengawasan sertifikasi halal yang dilakukan 
Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan dan Kosmetika Majelis Ulama 
Indonesia (LPPOM) Provinsi Lampung. 
b. Untuk mengetahui metode pengawasan sertifikasi halal yang dilakukan oleh 
Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan dan Kosmetika Majelis Ulama 
Indonesia (LPPOM) Provinsi Lampung. 
2. Manfaat Penelitian  
Sedangkan Manfaat dari penelitian ini adalah : 
a. Akademis, diharapkan dapat memberikan Konstribusi dalam Pengembangan 
tentang Sertifikasi Halal Dalam Pengawasan Lembaga Pengkajian Pangan, 
Obat-obatan dan Kosmetika Majelis Ulama Indonesia (LPPOM), Khususnya 
Manajemen Dakwah. 
b. Praktis, dapat memahami Sertifikasi Halal Dalam Pengawasan Lembaga 
Pengkajian Pangan, Obat-obatan dan Kosmetika Majelis Ulama Indonesia 







F. Metode Penelitian  
Metode penelitian adalah seperangkat pengetahuan tentang langkah-langkah yang 
sistematis dan logis tentang pencarian data yang berkenaan dengan masalah tertentu, untuk 
diolah, dianalisis, diambil kesimpulan dan selanjutnya dicarikan pemecahaannya. 
1. Jenis dan sifat penelitian  
a. Jenis Penelitian  
Jenis penelitian yang dipakai oleh peneliti adalah kualitatif yang memanfaatkan 
data lapangan untuk vertifikasi teori yang timbul dilapangan dan terus menerus 
disempurnakan selama proses penelitian berlangsung yang dilakukan secara 
berulang-ulangan. Selain itu penelitian kualitatif juga adalah penelitian yang 
menggunakan latar alamiah dengan maksud menafsirkan fenomena yang terjadi dan 
telah dilakukan dengan jalan melibatkan berbagai metode yang ada.
6
 
Dengan penulis memakai jenis penelitian ini maka penulis akan memaparkan 
pernyataan apa yang dihasilkan oleh peneliti dengan bahasanya dan tidak memakai 
angka-angka. Dalam penelitian ini, lokasi atau tempat yang akan dijadikan penelitian 
adalah Kantor Majelis Ulama Indonesia Provinsi Lampung di Lembaga Pengkajian 
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b. Sifat Penelitian 
Penelitian ini bersifat deskriptif, menurut Sumandi, penelitian deskriptif adalah 
menggambarkan mengenai situasi atau kejadian-kejadian, sifat populasi atau daerah 
tertentu dengan mencari informasi factual, Justifikasi keadaan, membuat evaluasi 
sehingga diperoleh gambaran yang jelas. 
7
 
Menurut jalaludin Rahmat Peneliti yang bersifat deskriptif memiliki tujuan yaitu 
: 
a. Mengumpulkan Informasi aktual secara rinci yang menggambarkan gejala yang 
ada. 
b. Mengidentifikasi masalah atau memeriksa kondisi atau praktek-praktek yang 
berlaku. 
c. Membuat Perbandingan atau Evaluasi. 
d. Menemukan apa yang dilakukan orang lain dalam menghadapi masalah yang 
sama dan belajar dari pengalaman mereka yang menentukan rencana dan 




2. Populasi dan Sampel 
a. Populasi 
Populasi adalah keseluruhan objek penelitian. Populasi merupakan Wilayah 
generalisasi yang terdiri atas objek atau subjek yang mempunyai kualitas dan 




Populasi merupakan jumlah secara keseluruhan objek yang akan diteliti. 
Populasi juga merupakan suatu kumpulan menyeluruh dari suatu objek yang 
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merupakan perhatian peneliti. Objek penelitian dapat berupa mahkluk hidup, 
benda, system dan prosedur, fenomena dan lain-lain.
10
 Disini yang menjadi 
populasi penelitian adalah semua anggota kepengurusan Lembaga Pengkajian 
Pangan, Obat-obatan dan Kosmetika Majelis Ulama Indonesia (LPPOM) Provinsi 
Lampung yang berjumlah 20 orang baik dari pegawai tetap maupun tidak tetap.  
b. Sample 
Sample adalah sebagian dari perwakilan populasi yang akan menjadi objek 
penelitian. Dapat dikatakan juga bahwa sampel merupakan sebagian atau wakil 
populasi yang diteliti. Sampel merupakan bagian dari orang populasi. Metode yang 
dipakai oleh peneliti sendiri dalam pengambilan sampel yakni dengan tekhnik 
judgement sampling atau Purposive Sampling yaitu penarikan sampel secara 
purposive merupakan cara penarikan sampel yang dilakukan memilih subjek 
berdasarkan kriteria spesifik yang ditetapkan peneliti. 
11
Adapun kreteria atau ciri-
ciri yang penulis tentukan adalah : 
1. Kepengurusan yang paling mengetahui kondisi Lembaga Pengkajian Pangan, 
Obat-obatan dan Kosmetika Majelis Ulama Indonesia (LPPOM) Provinsi 
Lampung 
2. Pengurus yang berhubungan dengan perusahaan 
3. Minimal telah bekerja aktif dikantor Majelis Ulama Indonesia Provinsi 
Lampung minimal 2 tahun. Masuk kedalam bagian dari struktur pengurus 
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Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan dan Kosmetika Majelis Ulama 
Indonesia (LPPOM) Provinsi Lampung (pegawai tetap).   
Berdasarkan kriteria diatas maka keseluruhan sample yang mewakili berjumlah 5 
(lima) orang pengurus Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan dan Kosmetika Majelis 
Ulama Indonesia (LPPOM) Provinsi Lampung. 
3. Sumber dan Jenis Data 
Sumber data dalam penelitian ini adalah subyek dari mana data dapat diperoleh. 
Berdasarkan sumbernya data dalam penelitian ini dapat dikelompokkan menjadi dua yaitu 
data primer dan sumber data sekunder. 
12
 Adapun penjelasan lebih rinci adalah sebagai 
berikut : 
a. Data Primer  
Data primer adalah data dalam bentuk verbal atau kata-kata yang diucapkan secara 
lisan, gerak-gerik atau perilaku yang dilakukan oleh subyek yang dapat dipercaya, dalam 
hal ini adalah subyek penelitian (informan) yang berkenaan dengan variable yang 
diteliti.
13
Subyek dalam penelitian ini yaitu Dewan Pembina (anggota) Bapak Suryani, 
S.Sos., MM, Bidang Kesektariatan Bapak Maskut Candranegara, S.Pd.I, Staff di 
Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan dan Kosmetika Majelis Ulama Indonesia 
(LPPOM) Provinsi Lampung bapak Narto, Ibu Tuti, ibu Dwi,  Dalam memperoleh data 
primer, data yang diperoleh langsung dari subyek penelitian dengan teknis pengambilan 
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data langsung pada subjek penelitian sebagai sumber informasi yang dicari. Adapun data 
primer dalam penelitian ini adalah diperoleh teknik observasi dan wawancara. 
b. Data Sekunder 
Data sekunder adalah data yang diperoleh dari dokumen-dokumen grafis (table, 
catatan, notulen rapat, buku, tulisan), foto, rekaman, dan lain-lain yang dapat 
memperkaya data primer.
14
Data sekunder diperoleh penelitian dari literature-literatur 
buku-buku, catatan, foto dan lain-lain yang berkaian dengan penelitian ini serta 
mendukung data primer. 
4. Teknik Pengumpulan Data  
Sumber utama dari penelitian adalah aktifitas obyek penelitian dilapangan yang 
merupakan data primer. Selain itu juga didapat dari data tambahan berupa dokumen file 
dan didukung dengan bahan-bahan kepustakaan lainnya.untuk memperoleh data primer 
yang diininkan, maka penulis menggunakan tehnik pengumpulan data sebagai berikut : 
a. Wawancara (Interview) 
Wawancara (Interview) adalah teknik pengumpulan data melalui proses Tanya 
jawab lisan yang berlangsung satu arah, dari pihak yang mewawancarai dan jawaban 
diberikan oleh yang diwawancarai
15
. Penulis mendapatkan informasi atau keterangan 
dengan cara bertanya langsung dan bertatap muka kepada responden. 
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Pedoman wawancara yang digunakan adalah metode wawancara berstandar, 
ialah wawancara yang direncanakan berdasarkan pedoman atau daftar pertanyaan 
yang telah dipersiapkan terlebih dahulu.
16
Objek dalam wawancara ini adalah 
pengurus di Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan dan Kosmetika Majelis 
Ulama Indonesia (LPPOM) Provinsi Lampung dan staff Lembaga Pengkajian 
Pangan, Obat-obatan dan Kosmetika Majelis Ulama Indonesia (LPPOM) Provinsi 
Lampung. Karena wawancara menjadi metode pokok yang penulis gunakan, maka 
data yang dihimpun adalah data tentang proses pengawasan sertifikasi halal yang 
dilakukan oleh Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan dan Kosmetika Majelis 
Ulama Indonesia (LPPOM) Provinsi Lampung. 
b. Observasi 
Observasi Yaitu pengumpulan data yang dilakukan oleh seorang individu atau 
penyelidik dengan menggunakan mata sebagai alat melihat data serta menilai 
keadaan lingkungan yang dilihat. Observasi yang penulis lakukan pada Kantor 
Majelis Ulama Indonesia Provinsi Lampung adalah Observasi non parinticipant. 




Data yang diinginkan melalui metode ini adalah berupa pengamatan langsung 
terhadap proses sertifikasi halal dalam pengawasan Lembaga Pengkajian Pangan, 
Obat-obatan dan Kosmetika Majelis Ulama Indonesia (LPPOM) Provinsi Lampung. 
                                                          
 
17




Dokumentasi adalah mencari data mengenai hal-hal atau variable yang baru, 
berupa catatan, file yang berisi informasi Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan 
dan Kosmetika Majelis Ulama Indonesia (LPPOM) Provinsi Lampung dan 
sebagainya. Dalam hal ini penulis akan mencari data-data yang berkaitan dengan 
penulisan skripsi ini sebagai pendukung dari data observasi dan metode 
pengumpulan data utama yaitu wawancara. 
18
 
5. Analisis Data 
Setelah keseluruhan data terkumpul maka langkah selanjutnya penulis menganalisa 
data tersebut sehingga dapat diambil suatu kesimpulan.Teknik analisis yang digunakan 
adalah teknik koperatif, penulis membandingkan kondisi obyektif di lapangan dengan 
kondisi yang ideal (teoritis). Kemudian langkah selanjutnya adalah penulis mengambil 
sebuah kesimpulan , kesimpulan yang ada merupakan jawaban dari permasalah pada 
rumusan masalah, dalam hal ini kesimpulan yang diambil sesuai dengan masalah yang 
berkaitan dengan penelitian penulis tentang sertifikasi halal dalam pengawasan. 
 
G. Tinjauan Pustaka 
Penelitian terdahulu ini menjadi salah satu acuan penulis dalam melakukan penelitian 
sehingga penulis dapat memperkaya teori yang digunakan dalam mengkaji penelitian yang 
dilakukan. Dari penelitian terdahulu, penulis tidak menemukan penelitian dengan judul 
yang sama seperti judul penelitian penulis. Namun penulis baru mengangkat beberapa 
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penelitian sebagai referensi dalam memperkaya bahan kajian pada penulis. Berikut 
merupakan penelitian terdahulu terkait dengan penenlitian yang dilakukan penulis .  
Ervina Dwi Jayanti, Sertifikasi Halal Sebagai Upaya Perlindungan Hak Atas 
Keamanan Dan Keselamatan Konsumen Ditinjau Dari Undang – Undang No. 8 Tahun 
1999 Tentang Perlindungan Konsumen, Surakarta : Universitas Sebelas Maret, Tahun 
2011. Penelitian disini menurut peneliti berbeda dilihat dari penulis tersebut mengkaji 
bagaimana proses sertifikasi halal yang dilakukan oleh LPPOM Yogyakarta serta dapat 
tidaknya sebagai upaya perlindungan hak atas keamanan dan keselamatan konsumen 




Danang waskito, Pengaruh Sertifikasi Halal, Bahan Makanan Terhadap Minat Beli 
Produk Makanan Halal (Studi pada Mahasiswa Muslim di Yogyakarta), Yogyakarta : 
Universitas Negeri Yogyakarta, Tahun 2015. Mengkaji bagamana pengaruh sertifikasi 
halal, kesadaran halal, dan bahan makanan terhadap minat beli produk makanan halal pada 
mahasiswa muslim di Yogyakarta. Pada tahun penenlitian tidak sama dan dalam 
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FUNGSI PENGAWASAN DAN SERTIFIKASI HALAL  
 
A. Fungsi Pengawasan 
1. Definisi Pengawasan 
Kata “Pengawasan” berasal dari kata “awas” berarti “penjagaan”. Pengawasan 
dapat didefinisikan sebagai proses untuk menjamin bahwa tujuan-tujuan organisasi dan 
manajemen dapat tercapai. Pengertian ini menunjukkan adanya hubungan yang sangat 
erat antara perencanaan dan pengawasan.  
G.R Terry menyatakan : controlling can be defined as the process of determining 
what is to be accomplished, that is the standard; what is being accomplished, that is the 
performance, evaluating the performance and if necessary applying corrective measure 
so that performance takes place according to plans, that is, in comformity with the 
standard. Artinya pengawasan adalah sebagai proses penentuan, apa yang harus dicapai 
yaitu standar, apa yang sedang dilakukan yaitu pelaksanaan, menilai pelaksanaan dan 
apabila perlu melakukan perbaikan-perbaikan, sehingga pelaksanaan sesuai dengan 
rencana yaitu selaras dengan standar.
1
 
Sujamto dalam bukunya yang berjudul Aspek-aspek Pengawasan di Indonesia, 
mendefinisikan pengawasan sebagai Segala usaha atau kegiatan untuk mengetahui dan 
menilai kenyataan yang sebenarnya tentang pelaksanaan tugas atau pekerjaan, apakah 
sesuai dengan yang semestinya atau tidak. 
 M. Manulang dalam bukunya yang berjudul Dasar-dasar Manajemen, 
mendefinisikan pengawasan sebagai “Suatu proses untuk menetapkan pekerjaan apa 
yang sudah dilaksanakan, menilainya, dan mengoreksinya bila perlu dengan maksud 
supaya pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan rencana semula. 
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Henri Fayol dalam bukunya General and Indusrial management menyatakan : 
control consist in verifying wether everything accurs in cinformitywith the plan 
adapted, the instruction issuesand principles esablihed.it has for object to point out 
weaknessand errors in order to reactify them and prevent recurranc. It operatio in 
everything things, peoples, actions. Artinya  pengawaasan ialah peneriksaan apakah 
sesuatu yang terjadi sesuai dengan rencana, intruksi yang dikeluarkan dan prinsip-
prinsip yang telah ditentukan. Jadi tujuannya ialah untuk menunjukan kelemahan dan 
kesalahan agar supaya menjadi benar ddan mencegah pengulangan kesalahan. 




Stephen P.Robnis dan Mary Coulter merumuskan pengawasan merupakan proses 
monitoring terhadap berbagai aktivitas yang dilakukan sumber daya organisasi untuk 
memastikan bahwa aktivitas yang dilakukan tersebut akan dapat mencapai tujuan yang 




Dari beberapa pendapat diatas dapat dapat ditarik kesimpulan bahwa pengawasan 
adalah hal penting dalam menjalankan suatu perencanaan dengan adanya pengawasan 
maka perencanaan yang diharapkan dapat terpenuhi dan berjalan dengan baik dan 
pengawasan pada dasarnya diarahkan sepenuhnya untuk menghindari adanya 
kemungkinan penyimpangan atas tujuan yang akan dicapai. Melalui pengawasan dapat 
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diharapkan dapat membantu  melaksanakan kebijakan yang akan ditetapkan untuk 
mencapai tujuan yang telah telah direncanakan secara efektif dan efisien. 
2. Tujuan Pengawasan  
Pengawasan bertujuan untuk mengetahui apakah pelaksanaan sesuai dengan 
rencana yang telah diterapkan ataukah tidak, dan untuk mengetahui kesulitan-
kesulitan apasaja yang dijumpai oleh para pelaksana agar dapat diambil langkah-
langkah perbaikan. Menurut Arifin Abdul Rachman mengatakan pengawasan 
memiliki  tujuan sebagai berikut: 
1) Menjamin ketetapan pelaksanaan sesuai dengan rencana, kebijakan dan 
perintah. 
2) Menertibkan koordinasi kegiatan-kegiatan mencegah pemborosan dan 
penyimpangan. 
3) Menjamin terwujudnya kepuasan masyarakat atas barang atau jasa yang 
dihasilkan. 
 4) Membina kepercayaan masayrakat terhadap kepemimpinan organisasi. 
Jadi dapat disimpulkan bahwa tujuan pengawasan sangatlah penting karena untuk 
melakukan perbaikan bila terjadi hal-hal yang penyimpangan-penyimpangan  dari 
rencana yang telah dibuat.
4
 
3. Macam-macam pengawasan 
Dalam pengawasan dikenal atas beberapa tentang macam-macam pengawasan 
antara lain: 
                                                          
4
 . Ibid, hlm.142 
20 
 
1) Internal control, adalah pengawasan yang dilakukan oleh seorang manajer 
kepada bawahannya. Cakupan dalam pengawasan ini meliputi hal-hal yang 
cukup luas baik pelaksanaan tugas, prosedur kerja, kedisiplinan karyawan, dan 
lain-lainnya. Audit control, adalah pemeriksaan atau penilaian atas masalah 
yang berkaliatan dengan pembukuan perusahaan, jadi pengawasan atas 
masalah khusus, yaitu tentang kebenaran pembukuan suatu perusahaan. 
2) External control Adalah pengawasan yang dilakukan oleh pihak luar, 
pengawasan ekstern ini dapat dilakukan secara formal dan informal, misalnya 
pemeriksaan pembukuan oleh kantor akuntan dan penilaian yang dilakukan 
oleh masyarakat. 
3) Formal control Adalah peneriksaan yang dilakukan oleh instansi atau pejabat 
resmi dan apat dilakukan secara intern maupun ektern. 
4) Informal control adalah penilaian yang dilakukan oleh masyarakat atau 
konsumen, baik langsung maupun tidak langsung
5
 
Di samping mendorong adanya pengawasan masyarakat (social control). Sasaran 
pengawasan adalah temuan yang menyatakan terjadinya penyimpangan atas rencana 
atau target. Sementara itu, tindakan yang dapat dilakukan adalah: 
a. Mengarahkan atau merekomendasikan perbaikan;  
b. Menyarankan agar ditekan adanya pemborosan; 
c. Mengoptimalkan pekerjaan untuk mencapai sasaran rencana; 
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Jadi Pengawasan dapat didefinisikan sebagai proses untuk “menjamin” bahwa 
tujuan-tujuan organisasi dan manajemen tercapai. 
6
 Dalam pelaksanaan tugas 
pengawasan tahapan-tahapan pada fungsi manajemen memiliki keterkaitan satu sama 
lain. Keterkaitan fungsi-fungsi tersebut, memerlukan adanya koordinasi dari fungsi-
fungsi tersebut dan tuntunan atas kualitas hasil pengawasan menghendaki juga adanya 
sistem dan program pengawasan yang mutu dari proses pelaksanaan tugas 





Perencanaan Pengorganisasian Pelaksanaan Pengawasan 
 
Koordinasi pengawasan dan jaminan kualitas 
 
Dari bagan diatas bahwa pengawasan mencakup fungsi manajemen yaitu 
perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, pengawasan yang akan menghasilkan  
koordinasi satu sama yang lainnya dalam pengawaasan jaminan kualitas. Pengawasan 
merupakan fungsi manajemen yang paling esensial, sebaik apa pun pekerjaan yang 
dilakukan tanpa ada pengawasan tidak dapat dikatakan berhasil pengawasan yang 
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berhubungan dengann tindakan atau usaha penyelamatan jalannya perusahaan ke arah 
tujuan yang diinginkan yakni tujuan yang telah direncanakan.  
4.  Fungsi Pengawasan 
Fungsi pengawasan adalah fungsi terakhir dari proses manajemen. Fungsi 
pengawasan sangat penting dan sangat menentukan pelaksanaan proses manajemen, 
karena itu harus dilakukan dengan sebaik-baiknya. Pengawaan sangat berkaitan erat 
sekali dengan fungsi perencanaan dan kedua fungsi ini merupakan hal yang saling 
mengisi karena : 
1. Pengawasan harus terlebih dahulu direncanakan. 
2. Pengawasan baru dapat dilakukan jika ada rencana. 
3. Pelaksanaan rencana akan baik, jika pengawasan dilakukan dengan baik. 
4. Tujuan baru dapat diketahui tercapai dengan baik atau tidak setelah pengawasan 
atau penilaian dilakukan. 
Menurut Brantas Fungsi pengawasan (controlling) adalah fungsi terakhir dari 
proses manajemen. Fungsi ini sangat penting dan sangat menentukan pelaksanaan 
proses manajemen, karena harus dilakukan dengan sebaik-baiknya. Pengawasan ialah 
proses pemantauan, penilaian, dan pelaporan rencana atas pencapaian tujuan yang 
telah ditetapkan untuk tindakan korektif guna penyempurnaan lebih lanjut.
7
 
Menurut Sukanto Reksohadiprodjo, fungsi pengawasan pada hakikatnya 
meerupakan usaha memberi petunjuk pada para pelaksana agar mereka selalu bertindak 
sesuai dengan rencana. Lebih lanjut dikatakan bahwa pengawasan terdiri dari 
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penentuan-penentuan standar, supervise kegiatan atau pemeriksaan, pembandingan 
hasil dengan standar serta mengoreksi kegiatan atau standar.
8
 
Dengan demikian penulis menarik kesimpulan bahwa fungsi pengawasan adalah 
membantu manajemen dalam menyelesaikan tanggung jawabnya secara efektif dengan 
melaksanakan analisa, penilaian, rekomendasi dan penyampaian laporan mengenai 
kegiatan yang diperiksa. Oleh karna itu internal audit harus dapat memberikan 
pelayanan kepada manajemen, sehingga manajemen dapat mengetahui apakah sistem 
pengawasan yang telah ditelapkan berjalan ddengan baik dan efektif untuk memperoleh 
keadaan sesungguhnya. Sebagai suatu pengawasan manajemen yang bebas dalam 
menyelesaikan tanggung jawabnya secara efektif, maka fungsi pengawasan adalah: 
1) Untuk menilai apakah pengawasan manajemen telah cukup mamadai dan 
dilaksanakan secara efektif. 
2) Untuk menilai apakah laporang yang dihasilkan telah menggambarkan kegiatan 
yang sebenarnya secara cermat dan tepat. 
3) Untuk menilai apakah setiap unit telah melakukan kebijaksanaan dan prosedur 
yang menjadi tanggung jawabnya. 
4) Untuk meneliti apakah kegiatan telah dilaksanakan secara efisien. 
5) Untuk meneliti apakah kegiatan telah dilaksanakan secara efektif yaitu 
mencapai tujuan yang telah diterapkan.9 Oleh sebab itu diantara perencanaan 
dan pengawasan mempunyai hubungan sangat erat, diibaratkan seperti kedua 
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sisi mata uang yang sama, dan semua fungsi-fungsi dari manajemen 
mempunyai hubungan yang saling terkait. 
 Pengawasan membantu penilaian apakah perencanaan, pengorganisasian, 
penyusunan personalia, pengarahan dan pengawasan telah dilaksanakan secara efektif dan 
fungsi pengawasan itu sendiri harus diawasi. Berikut ini bagan hubungan pengawasan dengan 











Hubungan pengawasan dengan fungsi-fungsi manajemen 
 
Menurut GR.Terry dalam bukunya “Principles management” fungsi pengawasan 
adalah proses penentuan apa yang harus dicapai, yaitu standard apa yang sedang dilakukan 
yaitu pelaksanaan dan bila mana perlu memerlakukan perbaikan-perbaikan sehingga sesuai 




                                                          
10

















Hubungan timbal balik 
Antara perencanaan dengan pengawasan 
 
Dari uraian diatas nampak bahwa fungsi pengawasan menghendaki adanya tujuan-tujuan 
dan rencana-rencana yang belum dibuat. Dalam sebuah pengawasan perlu adanya sebuah 
standart (alat ukur) guna mengetahui sejauh mana kegiatan atau aktivitas terlaksana dan 
pengawasan merupakan tindakan perbaikan dalam pelaksanaan kerja, agar supaya kegiatan 
sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan, petunjuk-petunjuk dan instruksi-instruksi 
sehingga tujuan yang telah ditentukan dapat tercapai.
11
 
 Dari penjelasan masing-masing pendapat dapat disimpulkan bahwa pengawasan tidak 
mungkin dapat dilaksanakan tanpa adanya perencanaan. Dan rencana tujuan tidak akan 
tercapai secara optimal jika tidak disertai dengan pelaksanaan fungsi-fungsi manajemen. 
Bahwa fungsi perencanaan sangat mempengaruhi kegiatan pengawasan,  
Fungsi pengawasan adalah suatu fungsi dimana tindakan atau proses kegiatan itu 
dilakukan untuk mengetahui hasil pelaksanaan kesalahan, kegagalan, untuk kemudian 
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dilakukan perbaikan dan menjaga agar pelaksanaan berbeda dengan rencana yang ditetapkan. 
Namun sebaliknya, sebaik apapun rencana yang telah ditetapkan, juga tetap memerlukan 
pengawasan. 
5. Tahapan Pengawasan 
Tahapan pengawasan dalam fungsi manajemen memiliki beberapa bagian yaitu 
antaranya: 
1. Penetapan standar pelaksanaan : standar mengandung arti sebagai suatu satuan 
pengukur yang dapat digunakan sebagai patokan untuk penilaian hasil-hasil, 
tujuan, sasaran, kouta, dan target pelaksanaan dapat digunakan sebagai standar.   
2. Penentuan pengukur pelaksanaan kegiatan : artinya menentukan pengukuran dan 
pelaaksanaan kegiatan berdasarkan periode berapa kali (how often) maksudnya 
mengukur kegiatan setiap jam, setiap hari, setiap minggu, setiap bulan atau 
setiap tahun. Dalam dalam bentuk (what from) pengukuran akan dilakukan 
apakah tertulis, inspeksi visual, memalui telepon. Siapa (who) yang akan terlibat 
manajer atau staff pengukuran ini mudah dilaksanakan dan tidak mahal serta 
mudah diterapkan kepada karyawan. 
3. Pengukur pelaksanaan kegiatan : pengukuran ini dilakukan sebagai proses yang 
berulang-ulang dan terus-menerus. berbagai cara untuk melakukan pengukuran 
pelaksanaan yaitu : pengamatan (observasi), laporan-laporan (reports) metode-




4. Pembandingan pelaksanaan dengan standard analisis penyimpangan: 
Pembandingan pelaksanaan dengan standard analisis penyimpangan maksudnya 
adalah perbandingan pelaksanaan nyata dengan pelaksanaan yang direncanakan 
dan hasil ini kemungkinan terdapat penyimpangan-penyimpangan dan pembuat 




5. Pengambilan tindakan koreksi bila diperlukan : tindakan koreksi dapat diambil 
dalam beberapa bentuk standar pelaksanaan dan perbaiki dan dilakukan secara 
bersama. Lebih jelasnya, pengawasan memiliki tahapan-tahapan sebagai 
berikut: 
a. Penetapan standar kerja adalah ukuran yang menjadi dasar untuk melakukan 
pekerjaan. 
b. Penilaian kerja adalah upaya untuk menilai pekerjaan yang dilakukan atasan 
terhadap hasil pekerjaan karyawan. 
c. Mengoreksi pekerjaan adalah membandingkan hasil pekerjaan dengan 
standar kerja yang ditentukan sebelumnya.
13
 
6. Prinsip – Prinsip Pengawasan 
Pengawasan merupakan suatu proses yang terus menerus dilaksanakan dengan 
jalan mengulangi secara teliti. Didalam melakukan pengawasan harus diutamakan 
adanya kerjasama dan dipeliharanya rasa kepercayaan jaminan tercapainya tujuan 
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dengan mengetahui perbedaan antara rencana dan pelaksanaan dalam waktu yang tepat 
sehingga dapat diadakan perbaikan dengan segera dan mencegah berlarutnya kesalahan. 
Dalam melakukan pengawasan dilakukan pandangan yang jauh untuk dapat mencegah 
terulangnya kekurangan dari rencana yang sekarang terhadap rencana berikutnya. 
Menurut Yayat M. Herujito dalam pelaksanaan pengawasan, diperlukan prinsip-
prinsip sebagai pedoman dalam menjalankan kegiatan tersebut. Beliau mengatakan 
bahwa ada tujuh prinsip-prinsip pengawasan, yaitu sebagai berikut antara lain : 
1. Mencerminkan sifat dari apa yang diawasi, 
2. Dapat diketahui dengan segera penyimpangan yang terjadi, 
3. Luwes, 
4. Mencerminkan pola organisasi, 
5. Ekonomis,  
6. Dapat mudah dipahami, 
7. Dapat segera diperbaiki,14 
 
Menurut Harold Koontz dan Cyrill O’donnel dalam bukunya mengemukakan 
azas-azas atau prinsip-prinsip pengawasan (controlling) 
15
sebagai berikut: 
1) Prinsip tercapainya tujuan (principle of assurance of objective), kontrol harus 
ditujukan terhadap tercapainya tujuan yaitu dengan mengadakan koreksi untuk 
menghindarkan penyimpangan-penyimpangan atau deviasi dari perencanaan. 
2) Prinsip efisiensi pengawasan (principle of efficiency of control), kontrol 
adalah efisiensi bilamana dapat menhindarkan penyimpangaN- penyimpangan 
dari pada planning sehingga tidak timbul hal-hal lain di luar dugaan. 








3) Prinsip tanggung jawab pengawasan (principle of control reponnsibility), 
kontrol hanya dapat dilaksanakan apabila manager bertanggung jawab penuh 
terhadap pelaksanaan perencanaan. 
4) Prinsip pengawasan terhadap masa yang akan datang (principle of future 
control), pengawasan yang efektif hurus ditunjukan terhadap pencegahan 
penyimpangan planning yang akan datang terjadi baik pada waktu sekarang 
maupung yang akan datang. 
5) Prinsip pengawasan langsung (principle of direct control), teknik kontrol yang 
paling efektif mengusahakan adanya manager bahwa yang berkualitas baik, 
control dilakukan oleh manager atas dasar bahwa manusia itu suka berbuat 
salah. Cara yang paling baik untuk menjamin adanya pelaksanaan yang sesuai 
dengan planning ialah mengusahakan sedapat mungkin para petugas untuk 
memiliki kualitas yang terbaik. 
6) Prinsip refleksi perencanaan (principle of reflection of plans), kontrol harus 
disusun dengan baik sehingga dapat mencerminkan karakter dan susunan 
daripada planning. 
7) Prinsip penyesuaian dengan organisasi (principle of organizational 
suitability), kontrol harus banyak dilakukan sesuai dengan struktur organisasi, 
manager dan bawahannya merupakan saran untuk melaksanakan planning, 
dengan demikian kontrol yang efektif harus disesuaikan denagn luas authority 
manager, sehingga mencerminkan struktur organisasi. 
30 
 
8) Prinsip pengendalian individual (principle of individual of control), control 
harus sesuai dengan kebutuhan manager. Teknik kontrol bisa ditunjukan 
terhadap kebutuhan-kebutuhan akan informasi daripada setiap manager. 
9) Prinsip standar (principle of standard), kontrol yang efektif dan efisien 
memerlukan standar yang tepat prinsip standar ini menghendaki bahwa setiap 
planning itu mempunyai ukuran aktivitas yaitu untuk mengukur bahwa suatu 
program daripada suatu planning. 
10)  Prinsip pengawasan terhadap poin strategis (principle of strategic point 
control), pengawasan yang efektif dan efisien memerlukan adanya perhatian 
yang ditunjukan terhadap faktor-faktor yang strategis dalam pelaksanaan. 
11)  Prinsip kekecualian (the exception principles), efiensi dalam kontrol 
membutuhkan adanya perhatian yang ditunjukan teerhadapat faktor 
kekecualian. 
12) Prinsip daya pengawasan (pincile of flexible of control), kontrol harus 
fleksibel untuk menghindarkan kegagalan planning. 
13) Prinsip peninjauan kembali ( principle of review), sistem kontrol harus 
ditinjau secara berkali-kali, agar supaya sistem yang digunakan berguna untuk 
mencapai. 
14)  Prinsip tindakan (principle of action), adalah mengenai apabila ada ukuran-
ukuran untuk mengoreksi penyimpangan penyimpangan daripada planning, 
organizing, staffing, dan directing. 
31 
 
Penulis dapat menarik kesimpulan bahwa prinsip-prinsip pengawasan dapat 
dilakukan secara efisien bila melakukan perbaikan-perbaikan dengan menghindarkan 
penyimpangan-penyimpangan dari perencanaan yang telah direncanakan sebelumnya. 
7. Metode Pengawasan  
   Metode pengawasan memiliki beberapa bagian yaitu diantaranya : 
a. Pengawasan Langsung, pengawasan langsung adalah apabila anggota 
pengawasan atau pimpinan organisasi melakukan pemeriksaan langsung 
pada tempat pelaksanaan pekerjaan, baik dengan sistem inspektif, verifikatif, 
maupun dengan sistem investigatif.  
Metode ini merupakan agar segera dapat dilakukan tindakan perbaikan dan 
penyempurnaan dalam pelaksanaan pekerjaan. Sedangkan sistem 
pengawasan langsung oleh atasannya disebut built in control.  
b. Pengawasan Tidak Langsung, pengawasan tidak langsung adalah apabila 
anggota pengawasan atau pimpinan organisasi melakukan pemeriksaan 
pelaksanaan pekerjaan hanya melalui laporan-laporan yang masuk 
kepadanya. Laporan-laporan tersebut dapat berupa uraian kata-kata deretan 
angka-angka atau statistik yang berisi gambaran atas hasil kemajuan yang 
telah tercapai sesuai dengan pengeluaran biaya/ anggaran yang telah 
direncanakan. Kelemahan dari pengawasan tidak langsung ini tidak dapat 
segera mengetahui kesalahan-kesalahan dalam pelaksanaannya, sehingga 
dapat menimbulkan kerugian yang lebih banyak. 
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c. Pengawasan Formal, pengawasan formal adalah pengawasan yang secara 
formal dilakukan oleh anggota pengawasan yang bertindak atas nama 
pimpinan organisasinya atau atasan dari pimpinan organisasi itu. Dalam 
pengawasan ini biasaya telah ditentukan prosedur, hubungan, dan tata 
kerjanya. 
d. Pengawasan Informal, Pegawasan informal adalah pengawasan yang tidak 
melalui saluran formal atau prosedur yang telah ditentukan. Pengawasan 
informal ini biasanya dilakukan oleh pejabat pimpinan dengan melalui 
kunjungan yang tidak resmi (pribadi), atau secara incognito. Hal ini  untuk 
menghindarkan kekakuan dalam hubungan antara atasan dan bawahan. 
  Dengan cara demikian pimpinan menghendaki keterbukaan dalam 
memperoleh informasi dan sekaligus saran perbaikan dan penyempurnaannya dari 
bawahannya. Untuk masalah-masalah yang dihadapi oleh bawahannya yang tidak 
mungkin dipecahkan sendiri, maka pimpinan dapat memberikan jalan keluar 
pemecahannya.
16
 Sebaliknya bawahan juga merasa bangga karena diberi 
kesempatan mengemukakan pendapatnya secara langsung terhadap pimpinannya. 
Jelasnya bahwa pengawasan informal mendekatkan hubungan pribadi yang 
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B.  Sertifikasi Halal 
1. Pengertian Sertifikasi Halal 
Sertifikasi dapat diartikan sebagai syarat-syarat yang harus dipenuhi 
dalam proses pengawasan mutu pangan yang penyelenggaraannya dapat 
dilakukan secara laboratorium atau caralain sesuai dengan perkembangan 
teknologi. Sertifikasi diberlakukan guna memberikan jaminan kepada masyarakat, 
bahwa pangan yang dibeli telah memenuhi standard mutu tertentu, tanpa mengurangi 




Sertifikat halal merupakan syarat untuk mendapatkan izin pencantuman label halal 
pada kemasan produk dari instansi pemerintah yang berwenang. Namun sertifikasi halal 
masih bersifat voluntary (sukarela), sehingga belum ada mandatory (kewajiban) dari 
pihak pelaku usaha untuk mendaftarkan poduknya agar dapat memperoleh sertifikasi 
halal sehingga masih banyaknya ditemukan produk makanan yang belum bersertifikasi 
halal. Namun ditahun 2019 sertifikasi halal hukumnya wajib bagi pelaku. Sertifikat 
halal diberikan kepada perusahaan setelah produk dari perusahaan tersebut lolos uji 
halal oleh Majelis Ulama Indonesia.
19
 Hal ini memberi wewenang bagi perusahaan 
untuk mencantumkan logo halal dalam kemasan produknya. Setiap Muslim akan 
mengkonsumsi makanan yang halal (diizinkan) dan toyyiban (bermanfaat). Makanan 
atau produk yang halal ditandai dengan adanya sertifikat halal pada kemasan produk.  
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 Pemberian sertifikat halal pada pangan, obat-obatan dan kosmetika untuk 
melindungi konsumen muslim terhadap produk yang tidak halal. Sertifikasi halal adalah 
suatu proses untuk memperoleh sertifikat halal melalui beberapa tahap untuk 
membuktikan bahwa bahan, proses produksi dan sistem jaminan halal memenuhi 
standar Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan dan Kosmetika Majelis Ulama 
Indonesia (LPPOM MUI) Provinsi Lampung. 
Menurut Zailani, Omar, dan Kepong mengatakan bahwa sertifikasi halal adalah 
sebagai bentuk pengujian terhadap makanan mulai dari persiapan, penyembelihan, 
pembersihan, proses, perawatan, pembasmian kuman, penyimpanan, pengangkutan, 
sebaik mungkin sebaik praktik manajemennya. Berdasarkan pengertian diatas dapat 
disimpulkan bahwa sertifikasi halal (halal certification) adalah persoalan pokok yang 
berasal dari prinsip agama Islam dan prosedur yang membuktikan bahwa suatu 
produk harus bagus, aman, dan pantas untuk dikonsumsi umat muslim. Sertifikasi 




Produk yang bersertifikat halal juga menandakan kebersihan, kualitas, dan 
highenis suatu produk. Sertifikat halal akan memberi image positif berupa kepercayaan 
konsumen terhadap produk tersebut. Hal ini akan selaras dengan sikap positif seorang 




Setiap perusahaan atau usaha yang bergerak dibidang makanan dan minuman 
tidak akan terlepas dari sertifikasi halal yaitu tujuannya agar dapat memberikan 
kepastian status kehalalan suatu produk dalam kententraman batin konsumen yang 
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menikmatinya, maka dari itu sertifikasi halal sangatlah berpengaruh kepada konsumen 
yang menikmati makanan, dan minuman diperusahaan tersebut.  
Adapun tujuan dari sertifikat halal adalah untuk memberikan kepastian status 
kehalalan suatu produk, sehingga dapat menentramkan batin konsumen muslim. Namun 
ketidaktahuan seringkali membuat minimnya perusahaan memiliki kesadaran untuk 
mendaftarkan diri guna memperoleh sertifikat halal jaminan halal dari produsen. 
Sertifikat halal tidak hanya memberi manfaat perlindungan hukum hak-hak konsumen 
muslim terhadap produk yang tidak halal, tapi juga meningkatkan nilai jual produk 
pelaku usaha, karena konsumen tidak akan ragu lagi untuk membeli produk yang 
diperdagangkan pelaku usaha. Logo sertifikasi halal memberikan kepastian hukum 
kepada konsumen muslim bahwa produk tersebut halal sesuai syari’at Islam. 
Jadi manfaat sertifikasi halal adalah untuk melindungi konsumen muslim terhadap 
produk makanan dan minuman yang tidak halal, memberikan rasa aman dan nyaman 
bagi konsumen untuk mengkonsumsi produk makanan dan minuman, karena tidak ada 




Suatu produk perlu mendapatkan sertifikasi halal dapat dijadikan sebagai alat 
strategi dakwah untuk memberikan edukasi kepada masyarakat dan juga anjuran untuk 
mengkonsumsi pangan halal. Bentuk penyadaran kepada masyarakat baik itu dari sisi 
produsen untuk selalu menyadari pentingnya sisi konsumen yaitu dengan mengajak 
                                                          
22
 . Ahmad  Miru & Sutarman Yodo, Prinsip-prinsip Perlindungan Bagi Konsumen di Indonesia, (Jakarta:PT 
Raja Grafindo Persada 2011), hlm.192 
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umat untuk lebih berhati-hati dalam mengkonsumsi produk-produk pangan yang akan 
di konsumsi. Demikian juga dengan adanya sertifikasi halal membuat 
produsen makanan tidak akan dirugikan, justru akan lebih terjamin 
kelangsungan usahanya. Pengadaan sertifikasi halal pada produk pangan, obat-batan, 
kosmetika dan produk lainnya sebenarnya bertujuan untuk memberikan kepastian status 
kehalalan suatu produk, sehingga dapat menetramkan batin konsumen muslim.  
Namun, ketidaktahuan seringkali membuat minimnya perusahaan memiliki 
kesadaran untuk mendaftarkan diri guna memperoleh sertifikasi halal. Pemengang 
sertifikat halal Majelis Ulama Indonesia bertanggung jawab untuk memelihara 
kehalalan produk yang diproduksinya, dan sertifikat  ini tidak dapat dipindah 
tangankan. Masa berlaku sertifikat halal selama dua tahun, yang selanjutnya dapat 
diperbaharui ketentuan tersebut untuk menjaga konsistensi produsen selama berlakunya 
sertifikat. Sertifikat yang sudah berakhir masa berlakunya, termasuk fotocopy-nya tidak 
boleh digunakan atau dipasang untuk maksud-maksud tertentu.  
2. Dasar Hukum  
 Dasar hukum diberlakukannya sertifikasi halal adalah hanya bersumber dari 
ketentuan syariat ( al-hukm asy-syar’i). untuk menjamin pemberlakuan ketentuan 
syariah ini terkait hukum hala haram, diperlukan regulasi yang bersifat procedural. 
Adapun dasar hukum berlakunya sertifikasi halal adalah sebagai berikut :
23
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                       
       
Artinya : Maka makanlah yang halal lagi baik dari rezki yang telah diberikan Allah 
kepadamu; dan syukurilah nikmat Allah, jika kamu hanya menyembah kepada-
Nya. (QS.An-Nahl 114) 
 
                           
                                
Artinya : “Dan janganlah kamu ngatakan terhadap apa yang disebut-sebut oleh lidahmu 
secara dusta “ini halal dan ini haram”, untuk mengada-adakan kebohongan 
terhadap Allah. Sesungguhnya orang-orang yang mengada-adakan kebohongan 
terhadap Allah tiadalah beruntung.” (QS. An-Nahl:116).24 
 
 
                             
              
Artinya: “ Wahai sekalian manusia makanlah yang halal lagi baik dari apa yang terdapat di 
bumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah syetan sesungguhnya 
syetan itu adalah musuh yang nyata bagi kamu.” (QS. Al Baqarah : 168) 
                                                          
26
. Sofyan Hasan, sertifikasi halal dalam hukum positif, (Yogyakarta:Aswaja Pressindo 2014), hlm.208 
38 
 
Ayat-ayat tersebut merupakan alasan yang menjadi dasar hukum berlakunya 
sertifikasi halal terhadap produk-produk (barang dan atau jasa) yang akan dikeluarkan 
kepada konsumen. Pemberian sertifikasi halal kepada perusahaan yang menghasilkan 
produk barang atau jasa, ketentuannya perlu diatur dalam bentuk pemberlakuan regulasi 
secara formal agar mempunyai kekuatan hukum yang bersifat mengikat. Adapun 
regulasi terkait dengan pentingnya aspek halal suatu produk diantaranya:  
3. Undang – undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen 
Dalam undang-undang perlindungan konsumen pada pasal 2 terdapat asas 
perlindungan konsumen yang berbunyi “perlindungan konsumen berasaskan manfaat, 
keadilan, keseimbangan, keamanan, dan keselamatan konsumen, serta kepastian 
hukum”. Disini sudah jelas konsumen sudah mendapatkan perlindungan hukum dari 
adanya undang-undang pada pasal 4 yang menetapkan hak-hak konsumen sebagai 
berikut: 
a. Hak atas keamanan, kenyamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang 
atau jasa. 
b. Hak untuk memilih barang dan jasa serta mendapatkan barang dan jasa tersebut 
sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan. 
c. Hak atas informasi yang benar, jelas dan jujur dan mengenai kondisi jaminan 
barang atau jasa. 
d. Hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur tidak secara 
diskriminatif. 
Sedangkan pasal 5 (lima) diatur mengenai kewajiban konsumen diatur yaitu: 
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1. Membaca dan mengikuti petunjuk informasi dan prosedur pemakaian atau 
pemanfaatan barang atau jasa demi keamanan dan keselamatan. 
2. Beritikad baik dalam melakukan transaksi pembelian barang dan jasa. 
Berdasarkan penjelasan setiap pasal diatas bahwa konsumen berhak mendapatkan 
yang benar, jelas dan jujur dan mengenai kondisi jaminan barang atau jasa dengan 
berkewajiban membaca dan mengikuti petunjuk informasi dan prosedur pemakaian 
atau pemanfaatan barang atau jasa demi keamanan dan keselamatan. Bagi masyarakat 
muslim ketentuan mengenai informasi halal tidaknya suatu produk merupakan hal 
yang penting karena menyangkut pelaksanaan syari’at Islam dalam pemberian 




4. Undang – undang No. 18 Tahun 2012 tentang Pangan  
Undang – undang No. 18 Tahun 2012 tentang Pangan terdapat beberapa pasal 
berkaitan yang berkaitan masalah kehalalan produk pangan yaitu: pasal 97, ayat 
(1),(2), dan (3) yang berbunyi sebagai berikut: 
(1) Setiap orang yang memproduksi pangan didalam negeri untuk diperdagangkan 
wajib mencantumkan label didalam dan pada kemasan pangan. 
(2) Setiap orang yang mengimpor pangan untuk diperdagangkan wajib 
mencamtukan label di dalam dan pada kemasan pangan pada saat memasuki 
wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia 
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(3) Pencantuman label didalam dan pada kemasan pangan sebagaimana pada ayat 
(1) dan ayat (2) ditulis atau dicetak dengan menggunakan bahasa Indonesia 
serta memuat paling sedikit keterangan mengenai: 
a. Nama produk; 
b. Daftar bahan yang digunakan; 
c. Berat bersih atau isi bersih; 
d. Nama dan alamat pihak yang memproduksi atau mengimpor; 
e. Halal bagi yang dipersyaratkan; 
f. Tanggal dank kode produksi;  
g. Tanggal, bulan, dan tahun kadaluwarsa; 
h. Nomor izin edar bagi pangan olahan, dan 
i. Asal usul bahan pangan tertentu. 
5. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 
82/Menkes/SK/I/1996 tentang Pencantuman Tulisan “Halal” pada label 
Makanan. 
Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 
82/MENKES/SK/I/1996 tentang Pencantuman Tulisan “Halal” pada label Makanan, 
yang diubah dengan keputusan menteri kesehatan RI Nomor: 
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Tulisan dan logo “Halal” berdasarkan keputusan menteri kesehatan RI tersebut, 
dapat dicantumkan jika makanan tidak mengandung unsur atau bahan yang terlarang 
atau haram dan telah memperoleh sertifikasi halal dari Majelis Ulama Indonesia  serta 
surat persetujuan pencantuman tulisan halal pada label dari departemen 
kesehatan(sekarang badan POM). Makanan halal (berdasarkan kepmenkes RI nomor 
82 tahun 1996) adalah semua jenis makanan dan minuman yang tidak mengandung 
unsur atau bahan yang terlarang/haram dan yang diolah/diproses menurut hukum 
agama Islam. Dalam pasal (3) kepmenkes disebutkan yaitu:
27
 
1. Produk makanan yang dapat mencantumkan tulisan “Halal” yaitu : 
a. Mie; 
b. Bumbu masak; 
c. Kecap; 
d. Biskuit;  
e. Minyak goreng; 
f. Coklat atau permen; 
g. Susu, es krim; 
h. Daging dan hasil olahannya; 
i. Produk lain yang dianggap perlu.28 
2. Produk makanan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat 1 harus: 
a. Memenuhi persyaratan makanan halal berdasarkan hukum Islam. 
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b. Diproduksi sesuai dengan cara pengolahan makanan halal. 
Pasal (8) yang berbunyi “produsen atau importir yang akan mengajukan 
permohonan pencantuman tulisan “Halal” wajib siap diperiksa oleh petugas yang 
ditunjuk Direktur Jenderal”. 
Pasal (10) yang berbunyi sebagai berikut : 
1. Pemberian persetujuan pencantuman tulisan “Halal” diberikan setelah setelah 
dilakukan penilaian oleh tim penilai. 
2. Tim penilai sebagaimana dimasud ayat (1) ditunjuk oleh Direktur Jenderal 
yang terdiri dari unsur Departemen Kesehatan dan Departemen Agama. 
3. Tim peneliti dalam melaksanakan tugasnya mempergunakan pedoman 
penilaian yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal. 
Pasal (11) yang berbunyi sebagai berikut  : 
1. Hasil penilaian tim penilai disampaikan pada dewan fatwa untuk memeperoleh 
persetujuan atau penolakan. 
2. Permohonan yang telah memperoleh persetujuan diberikan surat keterangan 
“Halal”. 
Pasal (12) yang berbunyi sebagai berikut : 
1. Berdasarkan keterangan dari komisi fatwa, Direktur Jenderal memberikan: 
a. Persetujuan bagi yang memperoleh surat keterangan “Halal” 
b. Penolakan bagi yang tidak memperoleh surat keterangan “Halal” 
2. Penolakan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b diberikan secara 
tertulis kepada pemohon disertai alasan penolakan. 
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Pasal (17) yang berbunyi: “makanan yang telah mendapat persetujuan 
pencantuman “Halal” sebelum ditetapkannya keputusan ini, harus menyesuaikan 
dengan ketentuan dalam keputusan selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sejak 
ditetapkannya keputusan ini”. 
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Halal   
  Undang-undang nomor 33 tahun 2014 tentang jaminan halal sebagai berikut: 
a. Produk adalah barang atau jasa yang terkait dengan makanan, minuman, 
obat,dan kosmetika, produk kimiawi, produk biologi,serta barang gunaan yang 
dipakai, digunakan, atau dimanfaartkan oleh masyarakat. 
b. Produk halal adalah produk yang telah dinyatakan halal sesuai dengan syari’at 
Islam. 
c. Proses produk halal adalah rangkaian kegiatan untuk menjamin kehalalan 
produk mencakup penyediaan bahan, pengolahan, penyimpanan, pengemasan, 
pendistribusian, penjualan, dan penyajian produk. 
d. Bahan adalah unsur yang digunakan untuk membuat atau menghasilkan 
produk. 
e. Jaminan produk halal adalah kepastian hukum terhadap kehalalan suatu produk 
yang dibuktikan dengan sertifikat halal. 
f. Badan penyelenggara jaminan produk halal adalah badan yang dibentuk oleh 
pemerintah untuk jaminan produk halal. 
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g. Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan dan Kosmetika Majelis Ulama 
Indonesia (LPPOM MUI) adalah lembaga yang melakukan kegiatan 
pemeriksaan dan pengujian terhadap kehalalan produk. 
h. Auditor halal adalah orang yang memiliki kemampuan melakukan pemerisaan 
kehalalan produk. 
i. Sertifikat halal adalah pengakuan kehalalan suatu produk yang dikeluarkan 
oleh badan penyelenggara jaminan halal berdasarkan fatwa halal tertulis yang 
dikeluarkan oleh Majelis Ulama Indonesia. 
j. Pelaku usaha adalah perseorangan atau badan usaha berbentuk badan hukum 




Keberadaan perundang-undangan dan peraturan lain yang mengatur tentang 
sertifikasi atau labelisasi halal merupakan kebutuhan bagi masyarakat secara 
keseluruhan, terutama umat Islam untuk mendapatka kepastian hukum atas produk – 
produk  pangan yang beredar di pasaran , sehingga diharapkan tidak ada keraguan bagi 
umat Islam untuk mengkonsumsi produk pangan yang berlabel halal. 
7. Ketentuan Sertifikasi Halal   
Untuk mendapatkan sertifikasi halal suatu perusahaan harus mengikuti ketentuan 
yang telah dibuat. Adapun ketentuan Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan dan 
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Kosmetika Majelis Ulama Indonesia (LPPOM MUI) Provinsi Lampung terkait 
pemberian sertifikasi halal sebgai berikut
30
 : 
a. Kesiapan Jminan Halal dari Perusahaan 
 Sebelum produsen mengajukan sertifikat halal bagi produknya, maka yang 
bersangkutan disyaratkan menyiapkan halal sebagai berikut :    
1. Produsen menyiapkan suatu sistem jaminan halal; 
2. Sistem jaminan halal tersebut harus didokumentasikan secara jelas dan rinci 
serta merupakan bagian dari kebijakan manajemen perusahaan. 
3. Dalam pelaksanaan, sistem jaminan halal ini diuraikan dalam bentuk panduan 
halal (halal manual). Tujuan membuat panduan halal adalah untuk 
memberikan uraian sistem manajemen halal yang dijalankan produsen. Selain 
itu panduan halal dapat berfungsi sebagai rujukan tetap dalam melaksanakan 
dan memelihara kehalalan produk tersebut; 
4. Produsen menyiapkan prosedur baku pelaksanaan untuk mengawasi setiap 
proses yang kritis agar kehalalan produknya dapat terjamin; 
5. Baik panduan halal maupun prosedur baku pelaksanaan yang disiapkan harus 
disosialisasikan dan uji coba di lingkungan produsen, sehingga jajaran mulai 
dari direksi sampai karyawan memahami betul bagaimana memproduksi 
produk halal dan baik; 
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6.  Produsen melakukan pemeriksaan intern (audit internal) serta mengevaluasi 
apakah sistem jaminan halal yang menjamin produk ini dilakukan 
sebagaimana mestinya;  
Untuk melaksanakan semua hal tersebut prusahaan harus mengangkat  seorang 
aauditor halal internal yang beragama Islam dan berasal dari bagian yang terkait 
dengan produksi halal. 
8. Proses Sertifikasi Halal 
Proses sertifikasi halal memiliki beberapa bagian-bagian antaranya : 
a. Setiap produsen yang mengajukan sertifikasi halal bagi produknya, harus 
mengisi formulir yang telah disediakan dengan melampirkan: 
1. Spesifikasi dan sertifikat halal bahan baku, bahan tambahan dan bahan 
penolong serta bagan proses; 
2. Sertifikat halal atau surat keterangan halal dari Majelis Ulama Indonesia 
atau sertifikat halal dari lembaga Islam yang telah diakui oleh Majelis 
Ulama Indonesia untuk bahan yang berasal dari hewan ataupun turunannya; 
3. Sistem jaminan halal yang diuraikan dalam panduan halal beserta prosedur 
baku pelaksanaannya yaitu: 
a. Tim auditor Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan dan Kosmetika 
Majelis Ulama Indonesia (LPPOM MUI)  melakukan pemeriksaan atau 
audit ke lokasi produsen setelah mengisi formulir beserta lampiran-
lampirannya dikembalikan ke Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-
obatan dan Kosmetika Majelis Ulama Indonesia (LPPOM MUI) dan 
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diperiksa kelengkapannya. Adapun ketentuan pemeriksaan (audit) di 
lokasi produsen (perusahaan) yaitu: 
b. Surat resmi akan dikirim oleh Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-
obatan dan Kosmetika Majelis Ulama Indonesia (LPPOM MUI) ke 
perusahaan yang akan diperiksa, yang memuat jadwal audit 
pemeriksaan dan persyaratan administrasi lainnya.Lembaga Pengkajian 
Pangan, Obat-obatan dan Kosmetika Majelis Ulama Indonesia (LPPOM 
MUI) Provinsi Lampung menerbitkan surat perintah pemeriksaan yang 
berisi:  
(1) nama ketua tim dan anggota tim;  
(2) penetapan hari dan tanggal pemeriksaan. 
 Pada waktu yang telah ditentukan tim auditor yang telah dilengkap dengan 
surat tugas dan identitas diri, akan mengadakan pemeriksaan ke 
perusaahaan yang mengajukan permohonan sertifikat halal. Selama 
pemeriksaan berlangsung, produsen diminta bantuannya untuk memberikan 
informasi yang jujur dan jelas. 
c. Pemeriksaan (audit) produk halal mencakup:  
(1)  Manajemen produsen dalam menjamin kehalalan produk;  
(2)  Observasi lapangan;  
(3) Pengambilan contoh hanya untuk bahan yang dicurigai mengandung babi 
atau turunannya, yang mengandung alcohol dan yang dianggap perlu. 
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d. Hasil pemeriksaan atau audit dan hasil laboratorium dievaluasi dalam rapat 
tenaga ahli Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan dan Kosmetika 
Majelis Ulama Indonesia (LPPOM MUI) Provinsi Lampung. Jika memenuhi 
persyaratan maka, dibuat laporan hasil audit untuk diajukan kepada sidang 
komisi fatwa Majelis Ulama Indonesia untuk diputuskan status 
kehalalannya. 
e. Sidang komisi fatwa Majelis Ulama Indonesia dapat menolak laporan hasil 
audit dianggap belum memenuhi semua persyaratan yang telah ditentukan. 
f. Sertifikat halal dikeluarkan oleh Majelis Ulama Indonesia setelah ditetapkan 
status kehalalannya oleh komisi fatwa Majelis Ulama Indonesia.
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9. Sistem Jaminan Halal (SJH) 
Sistem jaminan halal adalah suatu sistem manajemen yang disusun, diterapkan 
dan dipelihara oleh perusahaan pemegang sertifikat halal untuk menjaga 
kesinambungan proses produksi halal sesuai dengan ketentuan Lembaga Pengkajian 
Pangan, Obat-obatan dan Kosmetika Majelis Ulama Indonesia (LPPOM MUI) 
Provinsi Lampung. Tujuan penerapan sistem jaminan halal di perusahaan adalah 
untuk menjaga kesinambungan  proses produksi, sehingga produk yang dihasilkan 
dapat selalu dijamin kehalalannya sesuai dengan ketentuan Lembaga Pengkajian 
Pangan, Obat-obatan dan Kosmetika Majelis Ulama Indonesia (LPPOM MUI) 
Provinsi Lampung. Dalam rangka meningkatkan mutu pelayanan, suatu perusahaan 
haarus mampu memberikan jaminan kehalalan terhadap produk yang ditawarkannya 
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kepada konsumen. Untuk mendukung upaya tersebut, Lembaga Pengkajian Pangan, 
Obat-obatan dan Kosmetika Majelis Ulama Indonesia (LPPOM MUI)  Provinsi 
Lampung telah menganjurkan setiap perusahaan agar menerapkan peraturan yang 
kemudian disebut Sistem Jaminan Halal (SJH).
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10. Manfaat Penerapan Sistem Jaminan Halal 
Manfaat penerapan sistem jaminan halal diantaranya sebagai berikut: 
a. Perusahaan memiliki pedoman dalam menjaga kesinambungan proses     
produksi halal. 
b. Menjamin kehalalan produk selama berlakunya sertifikat halal. 
c. Memberikan jaminan dan ketentraman batin bagi masyarakat. 
d. Mencegah terjadinya kasus-kasus yang terkait dengan penyimpangan yang 
menyebabkan ketidakhalalan produk terkait dengan sertifikat halal. 
e. Menghindari kasus ketidakhalalan produk bersertifikat halal yang 
menyebabkan kerugian perusahaan. 
f. Meningkatkan kepercyaan konsumen atas kehalalan produk yang 
dikonsumsinya. 
g. Membangun kesadaran internal halal perusahaan untuk bersama-sama 
menjaga kesinambungan produksi halal.
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32 . Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan dan Kosmetika Majelis Ulama Indonesia (LPPOM MUI) 
Propinsi Jawa Timur, Bunga Rampai Petunjuk Produk Halal , Surabaya : Lutfiansah Mediatama, 2004, 
hlm.24 
33




Sistem jaminan halal mengenai produk halal hendaknya dilakukan sesuai dengan 
asas pelindungan, keadilan, kepastian hukum, akuntabilitas dan transparansi, 
efektivitas dan efisiensi, serta profesionalitas. Oleh karena itu, jaminan 
penyelenggaraan produk halal bertujuan memberikan kenyamanan, keamanan, 
keselamatan, dan kepastian ketersediaan produk halal bagi masyarakat dalam 
mengonsumsi dan menggunakan produk, serta meningkatkan nilai tambah bagi 
pelaku usaha untuk memproduksi dan menjual produk halal. 
Tujuan sistem jaminan halal menjadi penting mengingat kemajuan ilmu 
pengetahuan dan teknologi di bidang pangan, obat-obatan, dan kosmetik berkembang 
sangat pesat. Hal ini berpengaruh secara nyata pada pergeseran pengolahan dan 
pemanfaatan bahan baku untuk makanan, minuman, kosmetik, obat-obatan, serta 
produk lainnya dari yang semula bersifat sederhana dan alamiah menjadi pengolahan 
dan pemanfaatan bahan baku hasil rekayasa ilmu pengetahuan. Pengolahan produk 
dengan memanfaatkan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi memungkinkan 
percampuran antara yang halal dan yang haram baik disengaja maupun tidak 
disengaja. Oleh karena itu, untuk mengetahui kehalalan dan kesucian suatu produk, 
diperlukan suatu kajian  khusus yang membutuhkan pengetahuan multidisiplin, 
seperti pengetahuan di bidang pangan, kimia, biokimia, teknik industry, biologi, 








GAMBARAN UMUM LEMBAGA PENGKAJIAN PANGAN, OBAT-OBATAN 
DAN KOSMETIKA MAJELIS ULAMA INDONESIA PROVINSI LAMPUNG 
 
A. Profil  Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-Obatan dan Kosmetika Majelis 
Ulama Indonesia Provinsi Lampung 
 
1. Sejarah Berdirinya LPPOM MUI Provinsi Lampung 
LPPOM MUI (Lembaga Pengkajian pangan, Obat-Obatan dan 
Kosmetika Majelis Ulama Indonesia) Provinsi Lampung merupakan lembaga 
dibawah majelis ulama Indonesia dalam yang salah satu tugasnya melakukan 
pemeriksaan dan pengkajian halal. Selain LPPOM MUI (Lembaga Pengkajian 
pangan, Obat-Obatan dan Kosmetika Majelis Ulama Indonesia) Provinsi 
Lampung, Majelis Ulama Indonesia juga memiliki lembaga lain yaitu Komisi 
Fatwa Majelis Ulama Indonesia yang menentapkan Fatwa berdasarkan hasil 
pemeriksaan LPPOM MUI (Lembaga Pengkajian pangan, Obat-Obatan dan 
Kosmetika Majelis Ulama Indonesia) Provinsi Lampung sebagai lembaga 
pemeriksa.  
Berdirinya LPPOM MUI (Lembaga Pengkajian pangan, Obat-Obatan 
dan Kosmetika Majelis Ulama Indonesia) Provinsi Lampung pada tahun 
LPPOM MUI (Lembaga Pengkajian pangan, Obat-Obatan dan Kosmetika 
Majelis Ulama Indonesia) didirikan pada tanggal 06 Januari 1989 sudah 
mencapai usia 32 tahun dan pada tahun 1994 pertama kalinya Lembaga 
Pengkajian Pangan, Obat-obatan dan Kosmetika Majelis Ulama Indonesia 
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(LPPOM MUI) Provinsi Lampung mengeluarkan sertifikat halal yang sangat 
didambakan oleh konsumen maupun produsen, dan sekarang dapat dirasakan 
manfaatnya oleh masyarakat untuk melakukan pemeriksaan dan sertifikasi 
halal. Sedangkan LPPOM MUI provinsi Lampung dibentuk oleh DP Majelis 
Ulama Indenesia Provinsi Lampung dan dikukuhkan oleh pimpinan LPPOM 
MUI Pusat (Prof.Dr. Hj. Aisjah Gerindra) pada tanggal 06 februari 1996 di 
Hotel Indra Place Bandar Lampung.
1
  
Dalam hal ini tim auditor LPPOM MUI (Lembaga Pengkajian pangan, 
Obat-Obatan dan Kosmetika Majelis Ulama Indonesia) Provinsi Lampung 
yang memeriksa produk halal dalam mengkaji, menganalisis titik kritis 
kehalalan suatu produk dengan berbasis sains dan teknologi. Dan hasil 
pengkajian analisis dilaporkan kepada Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia 
untuk dikaji dalam suatu Sidang Fatwa berdasarkan pertimbangan syar’i 




Pembentukan LPPOM MUI (Lembaga Pengkajian pangan, Obat-
Obatan dan Kosmetika Majelis Ulama Indonesia) Provinsi Lampung 
didasarkan atas mandat dan pemerintah atau negara agar Majelis Ulama 
                                                             
1 . MUI Provinsi Lampung, Kilas Balik 4o Tahun Majelis Ulama Indonesia Provinsi Lampung: 
Berkarya Untuk Umat, (Bandar Lampung: Lintas Kreasi, 2014), hlm. 4 
2
.Ibid., hlm. 5 
3.




Indonesia (MUI) berperan aktif dalam meredakan kasus lemak babi di 
Indonesia pada tahun 1988.
3
  
Untuk memperkuat posisi LPPOM MUI menjalankan fungsi sertifikasi 
halal, maka pada tahun 1996 ditandatangani Nota Kesepakatan kerjasama 
antara Departemen Agama, Departemen Kesehatan dan MUI. Nota 
kesepakataan tersebut kemudian disusul dengan penerbitan Keputusan 
Menteri Agama (KMA) 518 Tahun 2001 dan KMA 519 Tahun 2001, yang 
menguatkan Majelis Ulama Indonesia sebagai lembaga sertifikasi halal serta 
melakukan pemeriksaan/audit, penetapan fatwa, dan menerbitkan sertifikasi 
halal. 
Dalam proses dan pelaksanaan sertifikasi halal, LPPOM MUI 
(Lembaga Pengkajian pangan, Obat-Obatan dan Kosmetika Majelis Ulama 
Indonesia) Provinsi Lampung  melakukan kerjasama dengan Badan 
Pengawasan Obat dan Makanan (Badan POM), Kementrian Agama, 
Kementrian Pertanian, Kementrian Koperasi dan UKM, Kementian 
Perdagangan, Kementrian Perdagangan, Kementrian Perindustrian, 
Kementrian Kelautan dan Perikanan, Kementrian Pariwisata dan Ekonomi 
Kreatif, serta Perguruan Tinggi di Indonesia . Kerjasama dengan lembaga 
telah terjalin dengan Badan Standarisasi Nasional (BSN) dan khusus dengan 
badan POM sertifikasi halal Majelis Ulama Indonesia merupakan persyaratan 




dalam pencantuman label halal pada kemasan untuk produk yang beredar di 
Indonesia.  
Sertifikasi halal adalah Fatwa tertulis Majelis Ulama Indonesia yang 
menyatakan kehalalan suatu produk sesuai dengan syari’at Islam dan sertifikat 
halal berlaku selama dua tahun yang merupakan syarat untuk mencantumkan 
label halal pada pada kemasan produk setiap peruhasaan harus menerapkan 
sistem jaminan halal. 
2. Visi dan Misi LPPOM MUI Provinsi Lampung  
Visi LPPOM MUI (Lembaga Pengkajian pangan, Obat-Obatan dan 
Kosmetika Majelis Ulama Indonesia) Provinsi Lampung adalah 
membudayakan umat Islam untuk mengkonsumsi produk halal. Sedangkan 
misi LPPOM MUI (Lembaga Pengkajiann pangan, Obat-Obatan dan 
Kosmetika Majelis Ulama Indonesia) Provinsi Lampung sebagai berikut : 
a. Mengintensifkan pemeriksaan kehalalan pangan, obat-obatan dan 
kosmetika yang beredar di wilayah Indonesia 
b. Meningkatkan kesadaran umat dalam mengkonsumsi produk halal 
melalui penyuluhan dan pendidikan bersama instansi yang terkait 
c. Meningkatkan kesadaran produsen dalam memproduksi produk halal 
dengan penyuluhan dan pendidikan dengan mengenai produk halal 
bersama instansi lain 
d. Mempererat dan memperluas kerjasama dengan Lembaga ISLAM 
Nasiaonal dan Internasioal yang berorientasi pada Islam. 
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Adapun susunan pengurus LPPOM MUI Provinsi Lampung masa Khidmat 
2016-2021 yaitu : 
a. Dewan Penasehat 
1. Kepala Kantor Wilayah Kementrian Agama Provinsi Laampung  
2. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Lampung 
3. Kepala Dinas Perternakan Dan Kesehatan Hewan Provinsi Lampung 
4. Kepala Dinas Pertanian, Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Lampung 
5. Kepala Dinas Kelautan Dan Perikanan Provinsi Lampung 
6. Kepala Dinas Perindustrian Provinsi Lampung 
7. Kepala Dinas Koperasi Dan UKM Provinsi Lampung 
8. Kepala Badan Ketahanan Pangan Daerah Provinsi Lampung 
9. Ketua MUI Lampung Yang Membidangi Komisi Fatwa 
10. Ketua MUI Lampung Yang Membidangi Komisi Pemberdayaan Ekonomi  
b. Dewan Pembina: 
1.  Ketua   : Dr. KH. Khairuddin Tahmid, MH 
2. Wakil Ketua : Direktur LPPOM MUI Pusat 
3. Anggota   : Dr. Ir. Sutikno, M.Sc. 
     Suryani, S.Sos, MM 
 
                                                             
4.
Struktur Organisasi MUI Provinsi Lampung Tahun 2016-2021 
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c. Dewan Pelaksana: 
1. Direktur    : Dr. Ir. Yaktiworo Indriani, M.Sc. 
2. Wakil Direktur  : Drh. Sugeng Dwi Hastono 
3. Wakil Direktur   : Samsul Rizal, SP,M.Si.  
4. Bendahara    : H. Muhammad Ainul Wafa 
5. Bidang Kesektariatan   : Maskut Candranegara, S.Pd.I 
6. Bidang Auditing dan SJH :Dwi RetnoMulyaningrum, M.Eg.,M.Sc. 
7. Bidan Pengkajian dan  : Ir. Susilawati, MS 
Penelitian  
8. Bidang Sosialisasi dan  : Dr. Sunandjak Agung Wiwaha 
Informasi Halal 
9. Bidang Pelatihan  : Refliyanto, M.Pd.I 
10. Bidang Organisasi dan : Mashuri, SP 
 Kelembagaan  
11. Bidang Standart dan   : Ir. Otik Nawansih, MP 
Sistem Informasi Manajemen 
d. Tenaga Ahli 
1. Ketua   : Ir. H. Agustini, MM 
2. Sekretaris  : Ichwan Adji Wibowo, S.Pt., MM 
3. Anggota  : Dr. H.M Aditya, M.Biomed 
    Dr. H. Iwan Dulmansyah, SKM., MS 
    Sri Afrida, S.Farm., Apt. 
    Dr. Ir., Susi Astuti, M.Si. 
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4. Program Kerja LPPOM MUI Provinsi Lampung 
Program kerja LPPOM MUI Provinsi Lampung adalah amanat dari 
Majelis Ulama Indonesia demi melancarkan dan memastikan produk yang 
beredar dijamin kepastian halal. Beberapa program  kerja Lembaga sertifikasi 
halal di Indonesia dan Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan, dan 
Kosmetika Majelis Ulama Indonesia ( LPPOM MUI ) Provinsi Lampung 
sebagai berikut: 
a.  Mengadakan inventarisasi, klarifikasi dan pengkajian terhadap  makanan, 
minuman, obat-obatan serta kosmetika yang beredar di masyarakat. 
b.  Mengkaji dan mengkonsep peraturan-peraturan penyelenggaraan rumah 
makan (restoran), perhotelan, hidangan dalam pelayaran atau penerbangan, 
pemotongaan hewan, pengelolaan pangan dan berbagai jenis bahan lainnya 
agar semuanya dapat dijamin kehalalannya. 
c. Menerbitkan sertifikat halal agar masyarakat merasa tentram daalam 
mengkonsumsi makanan dan minuman.   
5
 
Majelis Ulama Indonesia adalah Satu-satunya Lembaga sertifikasi 
halal di Indonesia dan Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan, dan 
Kosmetika Majelis Ulama Indonesia ( LPPOM MUI ) Provinsi Lampung 
merupakan lembaga yang bertugas untuk meneliti, mengkaji, menganalisa dan 
                                                             
5
 . http://www.muilampung.or.co.id, Profil MUI Lampung diakses pada tanggal 16 April 2017 
4.
Garis Besar Program MUI Provinsi Lampung Tahun 2016-2021, hlm. 412 
5.
Departemen Agama RI, Modul Pelatihan Auditor Internal Halal, (Jakarta: Dirjen Bimas Islam dan 
Penyelenggaraan Haji Departemen Agama RI, 2003),hlm.28   
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memutuskan apakah produk-produk baik pangan dan turunannya, obat-obatan 
dan produk kosmetika, apakah aman dikonsumsi baik dari sisi kesehatan 
maupun dari sisi pengajaran Agama Islam yakni halal atau boleh dan baik 
untuk dikonsumsi bagi umat Muslim khususnya di wilayah Indonesia. Selain 
itu Lembaga sertifikasi halal di Indonesia dan Lembaga Pengkajian Pangan, 
Obat-obatan, dan Kosmetika Majelis Ulama Indonesia ( LPPOM MUI ) 
Provinsi Lampung juga memberikan rekomendasi, merumuskan ketentuan 
dan bimbingan kepada layanan masyarakat. 
 Lembaga ini didirikan dengan alasan bahwa ajaran Islam telah 
mengatur masalah makanan dan minuman dengan sedemikian rupa. Makanan 
dan minuman dapat dikelompokkan dalam tiga kategori yakni halal, haram 
atau syubhad. Bahan-bahan yang diharamkan dalam pelajaran agama Islam 
adalah bangkai, darah, babi dan hewan-hewan yang disembelih dengan nama 
selain Allah sedangkan minuman yang dikategorikan haram adalah semua 










5. Sarana dan Prasarana Kantor MUI  Provinsi Lampung 
NO NAMA BARANG JUMLAH KETERANGAN 



































   
Mobil Mitsubshi MA VEN 
Computer PS Duo Core 
 
Printer Epson R 230 dengan 
tinta Infus 
Printer Canon ip 1980 
Printer Canon ip 2800 
AC Spilt 1 PK 
TV 21’’ (Tochiba) 
Mesin Air/Jet Pump 
Lemari Buku /Perpustakan 
(Aluminium) 
Lemari Berkas (kayu) 
Lemari Besi (Lion) 
Meja Biro (Olympic) 
Kursi Manager 
Meja Setengah Biro 
Brankas (Ichiban) (50) 
Kursi Tamu  
Kipas Angin Plafon National 
Telepon No. (0721) 786937 
Spidy + Modem  
Kotak Sampah  
Bingkai Masjid & Ayat 
Kursi 




Lambang Burung Garuda 
Foto-foto Ketua Umum 
LCD (Benq) 
Logo MUI Prov. Lampung 
Dispenser  (National Fresh) 
Foto Presiden dan Wapres 
1 (Satu) Unit 
1 (Satu) Set 
 
1 (Satu) Set 
1 (Satu) Set  
1 (Satu) Set 
1 (Satu) Set 
1 (Satu) Set 
1 (Satu) Unit 
1 (Satu) Unit 
2 (Dua) Buah 
 
3 (Tiga) Buah 
1 (Satu) Buah 
3 (Tiga) Buah 
2 (Dua) Buah 
2 (Dua) Buah 
1 (Satu) Buah 
2 (Dua) Set 
1 (Satu) Buah 
1 (Satu) Unit 
 
2 (Dua) Buah 
2 (Dua) Buah 
 
2 (Dua) Buah 
 
2 (Dua) Buah 
1 (Satu) Unit 
1 (Satu) Buah 
6(Enam)Buah 
1 (Satu) Unit 
1 (Satu) Buah 
1 (Satu) Buah 
2 (Dua) Buah 
 





































Sumber data hasil observasi pada tanggal 10 Juni 2018 
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6.  Proses Prosedur Pengajuan Sertifikat Halal Di Lembaga Pengkajian 
Pangan, Obat-obatan dan Kosmetika Majelis Ulama Indonesia (LPPOM 
MUI) Provinsi Lampung 
Proses prosedur pengajuan sertifikasi halal di Lembaga Pengkajian Pangan, 
Obat-obatan dan Kosmetika Majelis Ulama Indonesia (LPPOM MUI) Provinsi 
Lampung sebagai berikut : 
1. Membayar biaya pendaftaran pengurusan sertifikasi halal ( biaya awal) 
Rp.200.000,- 
2. Membuat Sistem Jaminan Halal (SJH) Perusahaan, dan memenuhi 11 
Kriteria SJH dan hal pokok lainnya, yaitu: 
a. Informasi Dasar Perusahaan 
b. Kendali Dokumen 
c. Tujuan Penerapan 
d. Ruang Lingkup Perusahaan 
e. Kebijakan Halal 
f. Panduan Halal6 
g. Struktur Manajemen Halal 
h. Standard Operating Procedures (SOP) 
i. Acuan Teknik 
j. Sistem Administrasi 
                                                             
6




k. Sistem Dokumentasi 
l. Sosialisasi 
m. Pelatihan 
n. Komunikasi Internal dan Eksternal 
o. Audit Internal 
p. Tindakan Perbaikan 
q. Kaji Ulang Manajemen 
3. Tim AHI (Auditor Halal Internal) Perusahaan harus sudah mengikuti 
pelatihan SJH (Sistem Jaminan Halal) yang dilaksanakan oleh 
LPPOM MUI Lampung. Dengan biaya pelatihan sebesar 
Rp.500.000/peserta 
4. Diwajibkan mengisi Formulir dan data bahan-bahan baku & produk 
yang ada secara rinci; 
5. Lampirkan fotocopy KTP pemohon/penanggung jawab/pemilik 
perusahaan, surat pendukung perusahaan (SIUP, SITU, Dinas 
Kesehatan/PIRT, dll.); 
6. Setelah data selesai diisi, sebelum dilaksanakan audit, harus 
mentransfer biaya sertifikat (sesuai Akad Biaya Sertifikasi Halal) ke 
Rekening Bank Muamalat, Atas Nama: LPPOM MUI 
LAMPUNG, Nomor Rekening: 494-000-4789; 
7. Penentuan kesepakatan audit (waktunya) disesuaikan antara 
Pemohon dan Tim Auditor; 
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8. Penjemputan Tim Auditor, tergantung kesepakatan kedua belah 
pihak; 
9. Waktu selesai Sertifikasi Halal +/- 1 ( satu) bulan setelah audit di 
lapangan; 
10.  Bagi pelaku usaha yang memperpanjang sertifikat halal, harus 
mengajukan perpanjangan 3 (bulan) sebelum masa masa berlaku SH 
habis dan apabila sertifikat yang baru sudah selesai, diwajibkan 
mengembalikan sertifikat yang lama kepada kepengurusan LPPOM 
MUI, pada saat sarah terima sertifikat baru; 
11. Biaya surat keterangan sedang dalam proses perpanjangan, bagi 
perusahaan yang menginginkan, dikenakan biaya Rp 100.000,- 
(surat keterangan berlaku selama tiga bulan dan tidak bisa 
diperpanjang). 
12. Masa berlaku sertifikat halal selama 2 (dua) tahun sejak diterbitkan, 
dan wajib mengajukan perpanjangan lagi, dua bulan sebelum masa 
berlaku sertifikat habis.  
13. Berikut ini bagan alur dalam proses sertifikasi halal yang harus 












                                                                                                Tidak    
                                                                                                 







       Tidak  
 
LPPOM MUI         Ya  
Produsen   
 
         Tidak (audit memorandum) 
                                                                             
    Ya  
 
       Tidak  
 
     Ya  
 
Sumber data: Panduan sistem jaminan halal
7
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.Hasil Observasi Tgl. 21 mei 2018 
Rencana Pengajuan Sertifikasi Halal 
Rencana SJH(Sistem Jaminan Halal) 
Penyusunan Manual Halal Dan SOP Halal 





Pendaftaran Sertifikasi Halal 
Melengkapi Dan Menyerahkan Dokumen Pendaftaran , Bahan Dan 
Manual SJH 
Verifikasi Dokumen Bahan Dan Manual SJH 
Layak Audit 












  Bagan tersebut sudah jelas proses pengajuan sertifikasi halal yang harus 
dilakukan oleh pelaku usaha karena setiap kegiatan auditing adalah proses 
pemeriksaan atau penilaian secara sistematik, independen dan terdokumetasi yang 
dilaukan tim auditor halal untuk menentukan apakah sistem penerapan jaminan 
halal berjalan sesuai dengan ketentuan dengan memberikan manfaat terutama 
kepada produsen, produsen akan memperoleh kepercayaan dari konsumen akan 
kehalalan yang dihasilkannya. Hal tersebut mencakup kehalalan dari segi bahan 
yang digunakan (baku, tambahan, dan penolong) maupun proses produksinya. 
Dengan demikian produknya akan mendapatkan nilai tambahan berupa 
keunggulan yang sangat dibutuhkan dalam era perdagangan bebas yang penuh 
dengan persaingan. 
7.  Prosedur dan Mekanisme Penetapan Fatwa Halal  
Penetapan fatwa halal di Indonesia adalah lembaga yang berwenang 
mengeluarkan sertifikat halal yaitu Majelis Ulama Indonesia (MUI) sebelum 
penetapan fatwa dilakukan oleh Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia. 
Berikut ini prosedur dan mekanisme penetapan fatwa halal diantaranya : 
1. Majelis Ulama Indonesia memberikan pembekalan pengetahuan kepada 
para auditor Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan dan Kosmetika 




2. Para auditor melakukan penelitian dan audit ke perusahaan-perusahaan 
yang meminta sertifikasi halal. Pemeriksaan yang dilakukan meliputi 
sebagai berikut: 
a. Pemeriksaan secara seksama terhadap bahan-bahan produk, baik 
bahan baku, bahan tambahan maupun bahan penolong. 
b. Pemeriksaan terhadap bukti-bukti pembelian bahan produk. 




3. Bahan-bahan tersebut kemudian diperiksa, terutama bahan-bahan yang 
dicurigai sebagai bahan haram atau mengandung bahan haram (najis), 
untuk mendapatkan kepastian serta di dikusikan dan dikaji oleh tim di 
Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan dan Kosmetika Majelis 
Ulama Indonesia (LPPOM MUI) 
4. Pemeriksaan terhadap suatu perusahaan tidak jarang dilakukan lebih 
dari satu kali, dan tidak jarang pula tim auditor Lembaga Pengkajian 
Pangan, Obat-obatan dan Kosmetika Majelis Ulama Indonesia 
(LPPOM MUI) menyarankan, bahkan mengharuskan agar mengganti 
suatu bahan yang dicurigai atau diduga mengandung bahan haram 
(najis) dengan bahan yang diyakini kehalalannya atau sudah 
bersertifikasi halal dari Majelis Ulama Indonesia atau dari lembaga lain 
yang dipandang kompeten, jika perusahaan tersebut tetap 
                                                             
8
 . Wawancara oleh bapak Suryani Dewan Komisi V MUI  Lampung pada tanggal 25 mei 2018 
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menginginkan mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ualam 
Indonesia. 
5. Hasil audit dan kajian Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan dan 
Kosmetika Majelis Ulama Indonesia (LPPOM MUI) tersebut kemudian 
dituangkan dalam sebuah berita acara yang disebut dengan “Laporan 
Hasil Auditing Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan dan 
Kosmetika Majelis Ulama Indonesia (LPPOM MUI)” dan kemudian 
diajukan ke Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia untuk dibahas 
dalam rapat Komisi Fatwa. 
6. Dalam rapat Komisi Fatwa, pihak Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-
obatan dan Kosmetika Majelis Ulama Indonesia (LPPOM MUI) 
menyampaikan dan menjelaskan isi laporan hasil auditing dan 
kemudian dibahas secara teliti dan mendalam oleh peserta rapat 
Komisi. 
7. Suatu produk yang masih mengandung bahan yang jelas-jelas 
diharamkan atau diragukan kehalalannya, atau terdapat bukti-bukti 
pembelian bahan produk yang dipandang tidak transparan oleh rapat 
komisi, dikembalikan kepaada Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-
obatan dan Kosmetika Majelis Ulama Indonesia (LPPOM MUI) untuk 
dilakukan penelitian atau auditing ulang ke perusahaan tersebut. 
8. Sedangkan produk yang telah diyakini kehalalannya oleh peserta rapat, 
maka diputuskan fatwa halalnya oleh rapat komisi tersebut. 
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9. Hasil rapat Komisi Fatwa yang berupa keputusan fatwa halal kemudian 
dilaporkan kepada Dewan Pimpinan Majelis Ulama Indonesia untuk 
ditanfiz halal dan dikeluarkan Surat Keputusan Fatwa Halal bersama 
Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan dan Kosmetika Majelis 
Ulama Indonesia (LPPOM MUI) dalam bentuk sertifikat halal. 
Demikian prosedur dan mekanisme penetapan fatwa halal yang 
dilakukan oleh Majelis Ulama Indonesia. 
8.  Sistem Pengawasan Sertifikat Halal  
  Sistem pengawasan yang dilakukan Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan 
dan Kosmetika Majelis Ulama Indonesia (LPPOM MUI) Provinsi Lampung 
dalam proses sertifikasi halal sebagai berikut : 
1. Perusahaan wajib mengimplementasikan Sistem Jaminan Halal sepanjang 
berlakunya Sertifikat Halal. 
2. Perusahaan berkewajiban menyerahkan laporan audit internal setiap 6 
(enam) bulan sekali setelah terbitnya Sertifikat Halal. 
3. Perubahan bahan, proses produksi dan lainnya perusahaan wajib 
melaporkan dan mendapat izin dari Lembaga sertifikasi halal di Indonesia 
dan Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan, dan Kosmetika Majelis 
Ulama Indonesia ( LPPOM MUI ) Provinsi Lampung. Selain sistem 
pengawasan tersebut yang harus dilakukan oleh perusahaan selanjutnya 




Adapun prosedur perpanjangan sertifikat halal adalah sebagai berikut:  
a. Produsen harus mendaftar kembali dan mengisi borang yang disediakan. 
b. Pengisian borang disesuaikan dengan perkembangan terakhir produk.  
c. Produsen berkewajiban melengkapi kembali daftar bahan baku, matrik 
produk versus bahan serta spesifikasi, sertifikat halal dan bagan alir 
proses terbaru.  
d. Prosedur pemeriksaan dilakukan seperti pada pendaftaran produk baru. 
e. Perusahaan harus sudah mempunyai manual Sistem Jaminan Halal 
sesuai dengan ketentuan prosedur sertifikasi halal di atas.
9
 Jadi dapat 
disimpulkan bahwa sistem pengawasan Lembaga Pengkajian Pangan, 
Obat-obatan dan Kosmetika Majelis Ulama Indonesia (LPPOM MUI) 
Provinsi Lampung dalam proses sertifikasi halal merupakan salah satu 
langkah yang sangat penting karena pengawasan proses sertifikasi halal 
sangat penting. 
9.  Kriteria Sistem Jaminan Halal 
Kriteria sistem jaminan halal merupakan penyataan yang menjadi syarat 
kunci bahwa perusahaan tersebut memenuhi kehalalan produk berikut sebelas 
kriteria sistem jaminan halal diantaranya sebagai berikut: 
1. Kebijakan halal yaitu pemimpin perusahaan harus membuat kebijakan halal 
tertulis yang menunjukkan komitmen perusahaan untuk menghasilkan 
produk halal secara konsisten, kebijakan halal harus diinformasikan kepada 
                                                             
7. Materi Pelatihan Auditor Halal Internal, Kriteria Sistem Jaminan Halal,LPPOM Provinsi Lampung 
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semua manajemen, tim manajemen halal, pekerja, supplier informasi 
kebijakan halal dapat disampaikan berbagai macam cara sesuai kebutuhan 
perusahaan (antara lain: briefing, buletin, spanduk, banner, poster, dan lain-
lain). 
2. Tim manajemen halal yaitu sekolompok orang yang ditunjuk oleh 
manajemen puncak sebagai penanggung jawab atas perencanaan, 
implementasi, evaluasi dan perbaikan berkelanjutan sistem jaminan halal 
diperusahaan mengatur dan mengevaluasi sistem jaminan halal, tim 
manajemen halal harus mencakup semua bagian yang terlibat dalam 
aktivitas kritis.  
Dan Koordinator tim nanajemen halal   harus seorang manajer teknis dan 
diutamakan seorang muslim yang ditugaskan berada di pabrik, gudang dan 
dapur.  
3. Pelatihan dan edukasi yaitu terdapat prosedur untuk melatih semua personil 
yang terlibat dalam produksi halal, pelatihan eksternal adalah pelatihan 
mengenai persyaratan sertifikasi halal dengan trainer dari Lembaga 
Pengkajian Pangan, Obat-obatan dan Kosmetika Majelis Ulama Indonesia 
(LPPOM MUI) Provinsi Lampung dan pelatihan  internal harus 
dilaksanakan secara terjadwal  dengan baik. 
4. Bahan yaitu bahan baku bahan tambahan seluruh bahan yang digunakan 
untuk menghasilkan produk dan menjadi bagian dari komposisi produk  dan 
bahan penolong. bahan tidak boleh mengandung bahan dari : darah, 
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bangkai, bagian dari tubuh manusia, khamr, dan bahan tidak diproduksi dari 
fasilitas yang dipergunakan untuk produk yang mengandung babi dan 
turunannya dan tidak bercampur dengan bahan haram atau najis. 
5. Produk yaitu merk/nama produk yang didaftarkan untuk sertifikasi halal jika 
suatu merk/nama didatarkan maka semua varian produk harus didaftarkan 
tidak memiliki kecendrungan bau atau rasa yang mengarah kepada produk 
haram atau yang telah dinyatakan haram berdasarkan fatwa MUI. 
6. Fasilitas produk yaitu semua nama dan alamat pabrik/fasilitas yang 
digunakan  harus terdaftar, baik dimiliki perusahaan itu sendiri ataupun 
menyewa dari perusahaan lain dan peralatan produksi tidak boleh 
dipergunakan bergantian untuk memproduksi produk halal dengan produk 
yang mengandung babi atau turunannya, jika fasilitas pernah digunakan 
bahan yang mengandung babi atau turunannya dibersihkan dengan  mencuci 
sebanyak 7x dengan air, salah satunya dengan tanah atau bahan lain.  
7. Prosedur tertulis untuk aktivitas kritis yaitu seperangkat tatacara kerja yang 
terdapat prosedur tertulis yang terkait dengan penetapan aktivitas kritis ( 
prosedur tertulis aktivitas kritis harus di informasikan  kepada  seluruh pihak 
yang terlibat dalam aktivitas kritis). Aktivitas kritis mencakup yaitu : 
mencakup bahan baru, pembelian bahan, pemeriksaan bahan datang, 
produksi, pencucian fasilitas dan peralatan, pemyimpanan/penanganan 
bahan atau produk serta transportasi 
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8. Kemampuan ditelusuri yaitu perusahaan harus mempunyai prosedur untuk 
menjamin ketelusuran produk yang disertifikasi dan dapat meyakinkan 
bahwa produk yang disetifikasi berasal dari bahan yang telah disetujui dan 
fasilitas produksi yang memenuhi kriteria. 
9. Penanganan produk yang tidak memenuhi kriteria yaitu produk yang sudah 
terjual ditarik kembali karena produk yang tidak memenuhi kriteria tidak 
dijual kepada konsumen yang memerlukan produk halal atau produk 
dimusnahkan. Audit internal yaitu perusahaan harus mempunyai prosedur 
tertulis saat pelaksanaan audit internal dilaksanakan setiap 6 bulan sekali 
dan hasil audit internal dilaporkan ke Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-
obatan dan Kosmetika Majelis Ulama Indonesia (LPPOM MUI) Provinsi 
Lampung. 
10. Kaji ulang manajemen yaitu pimpinan perusahaan melakukan pengkajian 
ulang terhadap efektifitas sistem jaminan halal sedikitnya satu tahun 
sekali. Bahan kaji ulang antaranya:  
a. Hasil audit internal dan eksternal  
b. Perbaikan dari kaji ulang dari sebelumnya 




                                                             
10
. Narto, Staff LPPOM MUI Provinsi Lampung, wawancara tgl. 19 Juni 2018 
72 
 
10.  Daftar Rekapitulasi Sertifikat Halal  















1 2016 152 290 135   
2 2017 9 16 9   
3           
4           
5           
  TOTAL 161 306 144   
Sumber data: Hasil Observasi dengan bapak Maskut Candranegara pada tanggal 24 
maret 2018 
B. Pengawasan Lembaga Pengkajian Pangan Obat-obatan dan Kosemetika 
Majelis Ulama Indonesia Dalam Proses Sertifikasi Halal 
1. Fungsi Pengawasan 
Fungsi pengawasan yang dilakukan oleh LPPOM MUI (Lembaga 
Pengkajian pangan, Obat-Obatan dan Kosmetika Majelis Ulama Indonesia) 
memiliki dampak yang sangat positif karena setiap apa yang dikerjakan harus 
disertai pengawasan setiap produsen harus memenuhi kebutuhan dan hak 
konsumen muslim. Memproduksi produk halal adalah bagian dari tanggung 
jawab perusahaan kepada konsumen muslim untuk memberikan keyakinan 
kepada konsumen bahwa produk yang dikonsumsi adalah halal, maka 
perusahaan perlu memiliki sertifikat halal Majelis Ulama Indonesia.  
                                                             
11 . Wawancara bapak Maskut Candranegara, Kesektariatan pada tanggal 24 maret 2018 
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Sesuai ketentuan Majelis Ulama Indonesia dan masa berlaku sertifikat 
halal adalah dua tahun. Selama masa tersebut, perusahaan harus dapat 
memberikan jaminan kepada Majelis Ulama Indonesia dan konsumen muslim 
bahwa perusahaan senantiasa menjaga konsistensi kehalalan produknya. Oleh 
karena itu LPPOM MUI (Lembaga Pengkajian pangan, Obat-Obatan dan 
Kosmetika Majelis Ulama Indonesia) mewajibkan perusahaan untuk 
menyusun suatu sistem yang disebut Sistem Jaminan Halal (SJH) dan 
terdokumentasi sebagai Manual Sistem Jaminan Halal (SJH).  
Dalam UU No.33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal, maka 
Indonesia mengambil jalan tengah untuk persoalan sertifikasi halal. Dimana 
pengelolaan sertifikasi halal diambil alih oleh Pemerintah, namun masih tetap 
melibatkan peran Majelis Ulama Indonesia didalamnya.  
Peran Majelis Ulama Indonesia dalam proses sertifikasi halal yaitu dalam 
hal mengeluarkan fatwa dengan melakukan pengawasan yang dilakukan 
Lembaga Pengkajian Pangan Obat-obatan dan Kosemetika Majelis Ulama 
Indonesia Lampung dalam proses sertifikasi halal adalah Dengan melakukan 
pemeriksaan terhadap setiap bahan suatu produk merupakan proses untuk 
menjamin masyarakat bahwa setiap tujuan organisasi akan tercapai bila 
menjalin hubungan yang sangat erat antara perencanaan dan pengawasan 
berjalan dengan baik. Dengan memiliki visi dan misi Lembaga Pengkajian 
Pangan Obat-obatan dan Kosemetika Majelis Ulama Indonesia dapat 
memudahkan dalam proses sertifikasi halal. 
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2. Tahapan pengawasan 
Tahapan yang dilakukan LPPOM MUI (Lembaga Pengkajian pangan, 
Obat-Obatan dan Kosmetika Majelis Ulama Indonesia) memiliki beberapa 
tahapan yang pertama penetapan standard pelaksanaan sesuai dengan SOP 
(standard operasional prosedur) sangat diperlukan oleh perusahaan yang 
berkualitas dan mendunia.  
Standard operasional prosedur sendiri menjadi sebuah hal yang wajib 
dimiliki oleh setiap perusahaan untuk sebagai salah satu bentuk kontrol 
kualitas terhadap segala proses pekerjaan. Karena sebuah perusahaan terdiri 
dari berbagai struktur dan lingkup pekerjaan, maka Standard operasional 
prosedur dari perusahaan tersebut juga hendaknya dibuat menjadi beberapa 
bagian, yang meliputi masing-masing lingkup pekerjaan.  
Tahapan kedua penentuan pengukuran pelaksanaan kegiatan penetapan 
standard adalah sia-sia bila tidak disertai berbagai cara untuk mengukur 
pelaksanaan kegiatan nyata. Tahapan ini berkaitan dengan tahapaan pertama 
dan dengan melaksanakan audit sistem jaminan halal yaitu: pertama Lembaga 
Pengkajian Pangan, Obat-Obatan Dan Kosmetika Majelis Ulama Indonesia 
Provinsi Lampung memberikan tugas kepada ketua tim auditor dan anggota 
tim auditor untuk melakukan pemeriksaan bahan produk bersamaan audit 
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1. Menerapkan peosedur sertifikasi halal serta membantu untuk penginputan 
di sistem cerol 
2. Membimbing dan mensosialisasikan pembuatan sistem jaminan halal 
perusahaan 
3. Menganalisa bagan alir proses produksi untuk masing-masing bahan 
utama, bahan tambahan dan bahan penolong dan memeriksa keaslian 
sertifikat halal serta kebenaran beberapa dokumen pembelian bahaan-
bahan pada 2 (dua) bulan terakhir 
4. Mengamati dan menilai proses produksi dari hulu sampai hilir dan 
memeriksa gudang tempat penyimpanan bahan-bahan terakhir 
5. Menerima dan memverifikasi daftar bahan dan matrix produk yang 
merupakan hasil audit; 
6. Mengambil contoh bahan baku bila diperlukan untuk dianalisa di 
laboratorium; 
7. Memeriksa manajemen halal, kelengkapan dokumen, implementasi 
dokumen, sosialisasi dan pelatihan SJH, komunikasi pelaksanaan sistem 
jaminan halal, pemantauan evaluasi SJH, dan pelaporan SJH 
8. Pengambilan bukti berupa form-form pelaksanaan SJH; 
                                                             
9. 
Wawancara  oleh bapak Suryani sebagai anggota dewan Pembina di Lembaga Pengkajian Pangan, 
Obat-Obatan Dan Kosmetika Majelis Ulama Indonesia Provinsi Lampung   28 mei 2018 
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9. Mengambil contoh produk untuk dibawa ke rapat komisi fatwa (khusus 
produk yang tahan lama) 
10. Membuat laporan hasil audit secara tertulis dan disampaikan pada rapat 
auditor 
3. Metode Pengawasan  
Metode pengawasan terdapat pada BAB II halaman 34 dilakukan dengan 
mempergunakan cara-cara sebagai berikut: 
1.  Pengawasan langsung adalah apabila anggota pengawasan melakukan 
pemeriksaan langsung pada observasi tempat dan laporan langsung 
bila diperlukan. Di LPPOM MUI (Lembaga Pengkajian pangan, 
Obat-Obatan dan Kosmetika Majelis Ulama Indonesia) pengawasan 
langsung saat berkaitan dalam pelaksanaan pemeriksaan bahan 
produk yang dilakukuan tim auditor karena dapat menghasilkan 
informasi-informasi yang diberikan perusahaan dengan mengambil 
bukti berupa form-form pelaksanaan sistem jaminan halal yang akan 
disampaikan saat rapat auditor baik perusahaan kecil, menengah 
sampai besar . 
2. Pengawasan tidak langsung adalah Pengawasan dengan tanpa 
harus turun ke lapangan untuk memantau kegiatan yang sedang 
berlangsung akan tetapi melalui laporan yang disampaikan oleh 
bawahan, laporan-laporan tersebut berbentuk laporan tertulis merupakan 
suatu pertanggung jawaban bawahan kepada atasannya menangangi 
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pekerjaan yang dilaksanakannya, sesuai dengan instruksi dan tugas-tugas 
yang diberikan atasan oleh bawahan, dan laporan lisan  dilakukan dengan 
mengumpulkan fakta-fakta melalui laporan lisan yang diberikan bawahan. 
Karena dalam melakukan laporan lisan yang dilakukan di oleh LPPOM 
MUI (Lembaga Pengkajian pangan, Obat-Obatan dan Kosmetika 
Majelis Ulama Indonesia) Provinsi Lampung tim auditor  melakukan 
pengawasan tidak langsung dengan mengirim tugas kepada tim auditor untuk 
melakuakn pemeriksaan terhadap bahan produksi, perusahaan harus 
membeikan informasi yang jelas  dalam proses sertifikasi halal agar lancar 







SERTIFIKASI HALAL MAJELIS ULAMA INDONESIA (STUDY FUNGSI 
PENGAWASAN LPPOM PROVINSI LAMPUNG 
 
A.  Pengawasan Sertifikasi Halal Yang Dilakukan Oleh LPPOM MUI 
(Lembaga Pengkajian pangan, Obat-Obatan dan Kosmetika Majelis 
Ulama Indonesia) Provinsi Lampung 
 
Majelis Ulama Indonesia Lampung melalui Lembaga Pengkajian Pangan, 
Obat-obatan dan Kosmetika Majelis Ulama Indonesia (LPPOM MUI) Provinsi 
Lampung telah berusaha untuk memberikan jaminan makanan halal bagi 
konsumen muslim melalui sertifikasi halal. Sertifikasi halal merupakan Fatwa 
tertulis Majelis Ulama Indonesia yang menyatakan kehalalan suatu produk 
sesuai dengan syari‟at Islam. Dalam sertifikasi halal yang dilakukan oleh 
Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan dan Kosmetika Majelis Ulama 
Indonesia (LPPOM MUI) Provinsi Lampung merupakan sebuah lembaga 
otonom yang bertugas meneliti, mengkaji, menganalisa dan memutuskan 
produk-produk pangan, obat-obatan dan produk kosmetika agar memberikan 
keselamatan pangan dan melindungi konsumen muslim. Namun dalam proses 
sertifikat halal membutuhkan para ahli dan dukungan sarana laboratorium. 
Peran utama Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan dan Kosmetika 
Majelis Ulama Indonesia (LPPOM MUI) Provinsi Lampung dengan 
79 
 
memberikan pengawasan terhadap makanan, minuman, obat-obatan maupun 
kosmetika yang dikonsumsi oleh  umat muslim.   
Dan ketentuan Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan dan Kosmetika 
Majelis Ulama Indonesia (LPPOM MUI) Provinsi Lampung dalam tahap 
persiapan yang harus dilakukan pelaku usaha sebelum mengajukan sertifikasi 
halal bagi produknya adalah terlebih dahulu harus dipersiapkan sistem jaminan 
halal yang diuraikan dalam bentuk panduan halal (halal manual) yang 
didokumentasikan secara jelas dan rinci serta merupakan bagian dari 
kebijaksanaan manajemen perusahaan. 
Sistem jaminan halal yang  berisi identitas perusahaan, susunan auditor 
halal internal dan cara menjamin produksi halal pertahap produk. Pelaku usaha 
menyiapkan sistem jaminan halal wajib menyiapkan standar operasional 
prosedur untuk mengawasi setiap titik ktitis dalam setiap proses produksi agar 
kehalalan produknya terjamin. 
Baik panduan halal maupun prosedur standar operasional prosedur 
merupakan panduan proses produksi secara halal yang harus disosialisasikan dan 
diterapkan di lingkungan perusahaan, sehingga seluruh jajaran (mulai direksi 
hingga karyawan) saat memahami bagaimana memproduksi produk yang halal 
dan baik. Pelaku usaha diwajibkan melakukan audit internal serta mengevaluasi 
sistem jaminan halal sebagaimana mestinya. Perusahaan harus mangangkat  dua 
orang atau lebih sebagai tim auditor halal internal yang beragama Islam dan 
berasal dari bagian yang terkait dengan produksi halal. Prosedur Sertifikasi halal 
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Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan dan Kosmetika Majelis Ulama 
Indonesia (LPPOM MUI) Provinsi Lampung dapat diperoleh melalui sebagai 
berikut: 
1. Pengajuan permohonan 
Setiap pelaku usaha yang mengajukan sertifikasi halal diharuskan mengisi 
dan melengkapi formulir pendaftaran sertifikasi halal yang telah disediakan di 
kantor Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan dan Kosmetika Majelis 
Ulama Indonesia (LPPOM MUI) Provinsi Lampung. Formulir berisi antara lain: 
a.  Identitas perusahaan 
b. Jenis dan nama produk 
c.  daftar produk olahan 
d. Daftar bahan baku produksi dan asalnya 
e.  alur proses produksi 
f. Lingkungan dalam perusahaan  
g. Peserta denah lokasi perusahaan 
Pelaku usaha diwajibkan pula membuat surat pengajuan sertifikasi yang 
disampaikan Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan dan Kosmetika Majelis 
Ulama Indonesia (LPPOM MUI) Provinsi Lampung dengan melampirkan 
panduan halal dan prosedur standar operasional prosedur yang telah disiapkan 
sebelumnya. Pada saat pengajuan sertifikasi halal, pelaku usaha juga dikenakan 
biaya administrasi biaya ini nantinya akan digunakan untuk membiayai segala 
keperluan terkait dengan proses sertifikasi halal. 
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2.  Pemeriksaan lokasi  
Setelah semua dokumen pengajuan sertifikasi halal diterima oleh Lembaga 
Pengkajian Pangan, Obat-obatan dan Kosmetika Majelis Ulama Indonesia 
(LPPOM MUI) Provinsi Lampung, maka tim auditor halal Lembaga Pengkajian 
Pangan, Obat-obatan dan Kosmetika Majelis Ulama Indonesia (LPPOM MUI) 
Provinsi Lampung melakukan pemeriksaan audit ke lokasi perusahaan sebelum 
melakukan pemeriksaan lokasi dilaksanakan, Lembaga Pengkajian Pangan, 
Obat-obatan dan Kosmetika Majelis Ulama Indonesia (LPPOM MUI) Provinsi 
Lampung akan memberikan informasi resmi mengenai jadwal pelaksanaan tim 
audit kepada perusahaan terkait. Setelah itu Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-
obatan dan Kosmetika Majelis Ulama Indonesia (LPPOM MUI) Provinsi 
Lampung cq. Direktur akan menerbitkan surat tugas kepada tim auditor halal 
untuk melakukan pemeriksaan sistem dan proses halal diantaranya : 
a. Nama ketua dan anggota tim auditor halal. 
b. Jadwal (hari dan tanggal) pemeriksaan, selama pemeriksaan berlangsung 
produsen diminta memberikan informasi yang jujur dan jelas. 
c. Nama dan alamat (identitas) perusahaan yang diaudit. 
3. Observasi lapangan (pemeriksaan bahan dan proses) 
Pemeriksaan dilakukan dengan melihat apakah bahan dan proses produksi 
mengandung atau terkontraminasi unsur haram atau tidak. Disamping itu 
pemeriksaan ini juga untuk memastikan bahwa manajemen halal perusahaan 
sudah beroperasi sesuai dengan sistem jaminan halal.  
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4. Pengambilan sample 
Pengambilan contoh (sample) hanya dilakukan untuk bahan yang dicurigai 
mengandung babi dan turunannya yang dianggap perlu. Apabila diperlukan, tim 
auditor akan mengambil beberapa sample secara acak untuk kemudian diuji 
dilaboratorium.  
5. Penentuan kehalalan produk  
Setelah dilakukan observasi dan laboratorium maka selanjutnya akan 
dilaporkan dan dievaluasi dalam rapat tenaga ahli yang dikenal dengan sidang 
internal auditor halal Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan dan Kosmetika 
Majelis Ulama Indonesia (LPPOM MUI) Provinsi Lampung jika produsen telah 
dinyatakan memenuhi persyaratan baik secara administratif maupun teknis 
maka hasil sidang akan direkomendasikan kepada sidang fatwa Majelis Ulama 
Indonesia untuk diputuskan status halal.  
Jika setelah mendapatkan sertifikasi halal dari Lembaga Pengkajian 
Pangan, Obat-obatan dan Kosmetika Majelis Ulama Indonesia (LPPOM MUI) 
Provinsi Lampung ada perubahan dalam penggunaan bahan baku, bahan 
tambahan dan bahan penolong dalam proses produksi maka diwajibkan segera 
melapor ke Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan dan Kosmetika Majelis 






B. Fungsi Pengawasaan Dalam Proses Sertifikasi Halal  
Fungsi pengawasan dalam proses sertifikasi halal sangat mempengaruhi 
sistem berjalannya sertifikasi halal karena sertifikasi halal memiliki fungsi bagi 
perusahaan maupun konsumen yaitu diantaranya : Pertama; terlindungnya 
konsumen muslim dari mengkonsumsi pangan, obat-obatan dan kosmetika yang 
tidak halal. Kedua; secara kejiwaan perasaan hati dan batin konsumen akan 
tenang. Ketiga; mempertahankan jiwa dan raga dari keterpurukan akibat produk 
haram. Dan yang terakhir akan memberikan kepastian dan perlindungan hukum. 
Dan bagi produsen sertifikasi halal mempunyai beberapa peran penting yaitu :  
1. Sebagai penanggungjawaban produsen kepada konsumen muslim, 
mengingat masalah halal merupakan bagian dari prinsip bagi hidup 
muslim. 
2. Meningkatkan kepercayaan dan kepuasan konsumen. 
3. Meningkatkan citra dan daya saing perusahaan. 
4. Memberikan keuntungan pada produsen dengan meningkatkan daya saing 
dan omset produksi dan penjualan. 
Terdapat sejumlah lembaga yang terlibat dalam persoalan halal dan haram 
suatu produk yaitu: Departemen Agama, Badan POM, Dan Majelis Ulam 
Indonesia (Komisi Fatwa Majelis Ulam Indonesia, Lembaga Pengkajian Pangan, 
Obat-Obatan Dan Kosmetika Majelis Ulama Indonesia (LPPOM MUI)) 




Sistem pengawasan setifikasi halal berlaku dua tahun sejak dikeluarkannya 
sertifikat halal sebagai berikut: 
1. Perusahaan wajib mengimplementasikan sistem jaminan halal sepanjang 
berlakunya sertifikat halal. 
2. Perusahaan berkewajiban menyerahkan laporan audit internal setiap 
enamm bulan sekali setelah terbitnya sertifikat halal. 
3. Perubahan bahan, proses produksi dan lainnya perusahaan wajib 
melaporkan dan mendapat izin dari Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-
obatan dan Kosmetika Majelis Ulama Indonesia (LPPOM MUI). Dan 
setelah habis masa berlaku sertifikat halal perusahaan diwajibkan 
memperpanjang bagi masa sertifikat dengan prosedur sebagai berikut: 
1. Produsen harus mendaftar kembali dan mengisi borang yang 
disediakan. 
2. Pengisian borang disesuaikan dengan perkembangan terakhir produk. 
3. Produsen berkewajiban melengkapi kembali daftar bahan bakuserta 
sertifikat halal dan bagan alur proses terbaru.  
4. Prosedur pemeriksaan dilakukan seperti pada pendaftaran produk baru.  
5. Perusahaan harus sudah mempunyai manual sistem jaminan halal 
sesuai dengan ketentuan prosedur sertifikasi halal yang diatas. 
Produsen yang tidak mempengaruhi sertifikat halal maka tidak akan diizinkan 
lagi untuk menggunakan sertifikat halal tersebut dan dihapus dari daftar yang 
terdapat dalam majalah resmi Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan dan 
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Kosmetika Majelis Ulama Indonesia (LPPOM MUI) Provinsi Lampung jurnal 
halal. 
Setiap pelaku usaha yang telah mendapatkan sertifikasi halal terhadap 
produknya mencantumkan keterangan atau tulisan halal dan nomor sertifikat pada 
label setiap kemasan produk. Selama berlakunya sertifikasi halal perusahaan 
harus dapat memberikan jaminan bahwa segala perubahan baik dari segi 
penggunaan bahan, teknologi proses hanya dapat dilakukan dengan 
sepengetahuan Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan dan Kosmetika Majelis 
Ulama Indonesia (LPPOM MUI) Provinsi Lampung yang menerbitkan sertifikat 
halal. Jaminan tersebut dituangkan dalam suatu sistem yang disebut sistem 
jaminan halal (SJH), sistem jaminan halal dibuat oleh perusahaan berdasarkan 
buku panduanuang dikeluarkan oleh Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan 
dan Kosmetika Majelis Ulama Indonesia (LPPOM MUI). Pada UU No. 33 tahun 
2014 Tentang jaminan produk halal mengharuskan seluruh produk makanan dan 
minuman baik olahan dan kemasan bersertifikat halal dan berlabel halal.  
Berdasarkan keterangan di atas dapat dipahami bahwa fungsi pengawasan 
adalah  proses sertifikasi halal sangat penting karena selain perusahaan tersebut 
mendapatkan sertifikat halal perusahaan tersebut juga bisa mendapatkan omset 
dari konsumen yang membeli produk halalnya dan konsumen pun merasa tentram 
dalam membeli produk dengan adanya label yang terdapat pada produk kemasan 
masyarakat pun dapat mengecek nomor seri yang terdapat dikemasan produk 
yang beredar dipasaran dengan mendownload aplikasinya “halal MUI” di 
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playstore setelah  itu search ketik halal MUI semua nama produk makanan yang 
sudah bersertifikasi halal sudah tertera di aplikasi halal MUI dan masyakat pun 
tidak perlu cemas akan produk yang beredar dipasaran.  
1. Tahapan pengawasan proses sertifikasi halal 
 Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan dan Kosmetika Majelis Ulama 
Indonesia (LPPOM MUI) provinsi Lampung mempunyai dua tahapan yaitu yang 
pertama melakukan tahapan pemeriksaan yang dilakukan secara komprihensip 
yaitu pemeriksaan administrasi, pemeriksaan ke lokasi produksi, pemeriksaan 
kelengkapan dokumen pendukung yang meliputi bahan baku, bahan tambahan 
dan bahan penolong serta pemeriksaan laboratorium. Perusahaan harus 
memberikan informasi kepada tim auditor dengan jujur tidak ada yang 
dirahasiakan karena setiap tahapan yang dilakuakan Lembaga Pengkajian Pangan, 
Obat-obatan dan Kosmetika Majelis Ulama Indonesia (LPPOM MUI) provinsi 
Lampung untuk menjamin umat muslim yang ada disekitar provinsi Lampung 
khususnya. Tahapan yang kedua penerapan prosedur proses sertifikasi halal 
memiliki beberapa tahapan yaitu :  
1. Penetapan standar pelaksanaan : Tahap persiapan yang dilakukan oleh 
perusahaan dengan menunjuk tim manajemen dari perusahaan minimal dua 
orang beragama islam dan tim audit internal halal yang harus disiapkan oleh 
perusahaan di lingkungannya karena sudah dapat dipastikan keterlibatan 
Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan dan Kosmetika Majelis Ulama 
Indonesia (LPPOM MUI) Provinsi Lampung. 
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2. Penentuan pengukur pelaksanaan kegiatan : Tahap registrasi yang dilakukan 
oleh perusahaan dengan cara mengisi formulir yang telah disediakan oleh 
Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan dan Kosmetika Majelis Ulama 
Indonesia (LPPOM MUI) Provinsi Lampung dan melampirkan dokumen-
dokumen yang diperlukan. 
3. Pengukur pelaksanaan kegiatan : Tahap auditing atau pemeriksaan yang 
dilakukan oleh Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan dan Kosmetika 
Majelis Ulama Indonesia (LPPOM MUI) Provinsi Lampung yang meliputi 
audit kelengkapan dokumen dan  obsevasi lapangan dan bila terjadi 
penyimpangan-penyimpangan saat pemeriksaan bahan-produk yang ada 
diperusahaan maka akan diberikan pengarahan atau nasihat dan diambil 
tindakan ataupun dilakukan auditing ulang.  
4. Pembandingan pelaksanaan dengan standard analisis penyimpangan : Tahapan 
ini membahas hasil pelaksanaan auditing dan mengidentifikasi penyebab 
terjadinya penyimpangan yang dilakukan oleh Lembaga Pengkajian Pangan, 
Obat-obatan dan Kosmetika Majelis Ulama Indonesia (LPPOM MUI) 
Provinsi Lampung. 
5. Pengambilan tindakan koreksi bila diperlukan : Tahapan ini membahas 
Laporan Hasil Audit yang dilakukan oleh Komisi Fatwa Majelis Ulama 
Indonesia dalam rapat Komisi pihak Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-
obatan dan Kosmetika Majelis Ulama Indonesia (LPPOM MUI) Provinsi 
Lampung dan bila suatu produk yang masih mengandung bahan sudah jelas 
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diharamkan atau diragukan kehalalannya, atau terdapat bukti-bukti pembelian 
bahan produk yang dipandang tidak transparan saat auditing dan akan 
dikembalikan kepada Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan dan 
Kosmetika Majelis Ulama Indonesia (LPPOM MUI). Berdasarkan  
keterangan diatas bahwa tahapan pengawasan proses sertifikasi halal yang 
dilakukan oleh Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan dan Kosmetika 
Majelis Ulama Indonesia (LPPOM MUI) Provinsi Lampung  berjalan secara 
efektif dan efisien. 
2. Metode pengawasan proses sertifikasi halal 
Metode pengawasan memiliki dua tahapan yaitu pengawasan langsung dan 
tidak langsung karena pengawasan langsung sangat efektif dalam menjalankan 
pengawasan yang dilakukan oleh tim auditor saat pengajuan sertifikasi halal 
setiap prosedur yang dilakukan tim auditor karena mendapatkan informasi yang 
jelas selain mendapatkan informasi dengan jelas tim auditor halal pun dapat 
mengetahui bahan-bahan apa saja yang digunakan saat produksi dan terjamin 
kualitas halalnya dan apabila terjadi penyimpangan tim auditor dapat mengambil 
sample bahan-bahan diragukan tersebut bila terbukti mengandung bahan-bahan 
haram perusahaan tersebut diberikan arahan atau nasihat agar perusahaan tersebut 
bisa mengganti bahan-bahan yang mengandung haram dan bila sudah terlanjur 
produk tersebut beredar dipasaran maka Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-
obatan dan Kosmetika Majelis Ulama Indonesia (LPPOM MUI) akan menarik 
produk yang beredar dipasaran. Saat melakukan pengawasan langsung  
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perusahaan diharuskan memberikan informasi yang akurat baik lisan maupun 
tulisan. 
Sedangkan pengawasan tidak langsung hanya dapat memahami dokumen 
halal yang diberikan oleh perusahaaan dengan mengontrol setiap tahapan 
produksi walaupun tidak harus terjun kelapangan namun pengawasan tidak 
langsung tidak efektif untuk diterapkan dalam pengawasan yang dilakukan oleh 
Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan dan Kosmetika Majelis Ulama 
Indonesia (LPPOM MUI) karena tim auditor hanya dapat melihat data yang 
diberikan oleh perusahaan tersebut.  
Berdasarkan keterangan diatas bahwa metode pengawasan yang dilakukan 
Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan dan Kosmetika Majelis Ulama 
Indonesia (LPPOM MUI) yang ada dikantor Majelis Ulama Indonesia Provinsi 
Lampung memiliki dua metode yaitu metode pengawasan langsung dan tidak 
langsung setiap metode pengawasan dilakukan oleh Lembaga Pengkajian Pangan, 
Obat-obatan dan Kosmetika Majelis Ulama Indonesia (LPPOM MUI) yang ada 
dikantor Majelis Ulama Indonesia Provinsi Lampung karena sebagai penunjang 








A. KESIMPULAN  
Kesimpulan dari hasil penelitian “Sertifikasi Halal Majelis Ulama Indonesia (Study 
Fungsi Pengawasan LPPOM Provinsi Lampung” adalah sebagai berikut: 
1. Sertifikasi halal sebagai upaya perlindungan hak atas keamanan dan 
keselamatan konsumen ditinjau dari Undang-Undang No.8 Tahun 1999 tentang 
perlindungan konsumen. Proses sertifikasi halal dilakukan oleh Lembaga 
Pengkajian Pangan, Obat-obatan dan Kosmetika Majelis Ulama Indonesia 
(LPPOM MUI) Provinsi Lampung dapat menjadi penunjang terwujudnya 
pelindungan hak atas keamanan dan keselamatan konsumen karena salah satu 
syarat sertifikasi halal. 
2. Bahwa produk yang diajukan sertifikasi halal sudah lolos dalam pemeriksaan 
tim audit meliputi pemeriksaan bahan, proses produksi, dan produk guna 
mengetahui ada tidaknya kontaminasi unsur haram dan menyangkut aspek kadar 
bahan yang digunakan dan tatacara produksi. Serfitikasi halal memberikan 
ketentraman batin, keselamatan, dan keamanan konsumen dalam menjalankan 
syari’at agama khususnya bagi umat Islam. 
3. Konsumen muslim dapat membantu perkembangan industri halal Indonesia, 
salah satunya dengan menggunakan produk yang telah bersertifikasi halal. 
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B. SARAN  
Berdasarkan hasil peneitian di atas, maka penulis dapat memberikan saran sebagai 
berikut: 
1. Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan dan Kosmetika Majelis Ulama 
Indonesia (LPPOM MUI) Provinsi Lampung harus memberikan informasi yang 
lebih ditingkatkan karena masyarakat banyak yang belum mengetahui akan 
fungsi Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan dan Kosmetika Majelis Ulama 
Indonesia (LPPOM MUI) Provinsi Lampung dan yang lebih terpenting bagi 
pelaku usaha yang harus bersertifikasi halal maupun berlabel halal karena 
produk yang beredar dipasaran harus berkualitas dan menjamin akan keamanan 
produk. 
2. Bagi para produsen produk makanan sebaiknya mempertimbangkan ketiga 
faktor yang sudah diteliti pada penelitian ini yakni sertifikasi halal, kesadaran 
halal, dan bahan makanan pada produk. Umat Muslim sekarang ini bukan hanya 
sekedar menjadi umat agama Islam melainkan konsumen atau pasar potensial 
produk makanan halal. 
3. Bagi pelaku usaha yang terpenting menjaga kualitas produknya, dan jujur dalam 
menjaga kualitas produknya setiap produk yang bersertifikasi halal karena 
sangat bermanfaat bagi pelaku usaha selain sebagai untuk mendorong 
kepercayaan dari masyarakat namun juga memberikan tanggungjawab terhadap 
jaminan mutu aman untuk dikonsumsi. 
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